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WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II
huruf D angka 1 huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja
Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);



6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

I
2

3.
4.

Daerah adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Denpasar.

Walikota adalah Walikota Denpasar.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat
ASB adalah standar yang digunakan untuk
menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya
setiap program atau  kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh PD dan satuan kerja pengelola
keuangan Daerah dalam penyusunan rencana kerja
dan anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen  perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan PD serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.



10.

10

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPKD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana belanja program
dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai
dasar dalam pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelola keuangan Daerah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat DPA- SKPKD adalah dokumen
pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini
sebagai pedoman belanja kegiatan dalam menyusun
RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini

meliputi:

a. memberikan pedoman dalam penyusunan RKA-
SKPD dan RKA-SKPKD guna terciptanya
keseragaman penyusunan anggaran belanja;

b. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan dalam rangka
pengendalian anggaran; dan

c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan
anggaran belanja.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a. ASB; dan
b. pengendalian dan pengawasan.



(1)
(2)

(3)

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 4

Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PD dan

SKPKD harus berpedoman pada ASB.

Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. ASB fisik; dan

b. ASB non fisik.

ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a terdiri dari:

a. pengadaan konstruksi bangunan gedung
sederhana;

b. pengadaan konstruksi bangunan gedung tidak
sederhana;

c. pengadaan  konstruksi = bangunan Gedung
klasifikasi khusus;

d. pengadaan kontruksi pembangunan/rehabilitasi
jalan; dan

e. pengadaan konstruksi pembangunan/rehabilitasi
drainase dan jaringan air lainnya.

ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri dari:

a. administrasi pemeliharaan aset konstruksi berupa
bangunan,jalan dan jaringan;

b. administrasi rehabilitasi sarana non konstruksi;

c. administrasi pembangunan sarana dan prasarana

pendukung bangunan,;

. administrasi pengadaan peralatan dan mesin;

penyelenggaraan perlombaan;

mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk

aparatur sipil negara;

swakelola bimbingan teknis/pelatihan;

sosialisasi kebijakan untuk masyarakat;

swakelola sosialisasi kebijakan untuk aparatur

sipil negara;

j. penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan
administrasi perkantoran bagi instansi non
pelayanan publik;

k. penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan
administrasi perkantoran bagi instansi pelayanan
publik;

l. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik;

. penyediaan jasa kebersihan kantor;

penyediaan komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan kantor;

penyediaan bahan bacaan;

penyediaan bahan logistik kantor;

penyediaan makanan dan minuman terkait
pelayanan administrasi perkantoran;

monitoring, evaluasi, pengawasan program dan
kegiatan; dan

s. administrasi penyusunan kajian oleh pihak ketiga.
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(5)

Kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g

meliputi:

a. kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatihan
untuk masyarakat; dan

b. kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatihan
untuk aparatur sipil negara.

Pasal 5

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dilaksanakan dengan memperhatikan aspek yang
meliputi:

. efisiensi,

. ekonomis;

efektifitas;

. manfaat;

kewajaran;

kepatutan; dan

g. kebutuhan.

o QO TP

(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(3)

(4)

a yaitu meningkatkan efisiensi dalam penghitungan
rincian biaya dan total belanja.

Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b yaitu pengalokasian anggaran dilakukan
secara ekonomis, efisien dan efektif untuk mencapai
penganggaran berbasis kinerja.

Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c yaitu efektifitas dalam pengelolaan keuangan
Daerah.

(5) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

6)

(7)

(8)

yaitu Pemerintah Daerah dapat meminimalisir
terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang
menyebabkan inefisiensi anggaran.

Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e yaitu kewajaran dalam penyusunan
anggaran belanja berbasis kinerja.

Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f yaitu kesesuaian atau kecocokan dalam
pelaksanaan penyusunan perencanaan dan
penganggaran.

Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat
kepentingan.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan
oleh Kepala PD, Kepala SKPKD dan tim anggaran
Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan
oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Mei 2023
1{ WALIKOTA DENPASAR,

NI S

~_M¢ 1 GUSTI NGURAH JAYA NEGARA {

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Mei-2Q23

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 23




LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
ANALISIS STANDAR  BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

ANALISIS STANDAR BELANJA



PEDOMAN ANALISIS STANDAR
BELANJA (ASB)

1. PENDAHULUAN

Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan
kepada Pemerintah Daerah sejak diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Namun, pada PP
tersebut istilah yang digunakan bukan ASB melainkan
Standar Analisa Belanja atau SAB yang memiliki makna
sebagai suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. PP Nomor
105 Tahun 2000 yang kemudian dioperasionalisasikan
dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertangungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD, belum menjelaskan dan menunjukkan
bentuk dari SAB.

Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, yang kemudian diubah terakhir dengan
UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagai pengganti dari UU
Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai pengganti
dari UU Nomor 25 Tahun 1999, mulai diperkenalkan
istilah ASB yang mempunyal maksud dan makna yang
sama dengan SAB, yaitu suatu instrumen untuk penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kegiatan. Hal tersebut dipertegas
lagi dengan  diterbitkannya regulasi terbaru tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
vang dijabarkan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan terbitnya, regulasi di atas memperkuat peranan
ASB dalam tahapan perencanaan dan penganggaran. ASB
menjadi salah satu alat bagi Tim Anggaran Pemerintah
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Daerah (TAPD) dalam mengevaluasi dan memverifikasi
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari SKPD. Untuk itu,
penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan
menerapkan ASB untuk meningkatkan kualitas
penganggaran dan efisiensi anggaran. Menurut aturan
perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan ASB
menjadi instrumen penting dan pokok dalam penganggaran
berbasis kinerja. Namun, kenyataannya peraturan -

peraturan tersebut belum

menjelaskan dan menunjukkan secara riil dan operasional
tentang ASB, sehingga ASB menjadi instrumen yang masih

bersifat abstrak bagi Pemerintah Daerah.

Selain itu juga, dengan adanya Permendagri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(SIPD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI
mengeluarkan dan mengembangkan sebuah aplikasi SIPD

yang harus diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah

dari mulai sistem perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban dan pelaporan. Penerapan SIPD
diharapkan mampu memberikan dukungan dan

peningkatan kualitas informasi dan pelaporan keuangan
daerah yang memadai dan terintegrasi. Aplikasi SIPD
memberikan implikasi terhadap penyesuaian beberapa
spesifikasi menu dan instrumen pendukung pengelolaan
keuangan daerah termasuk di dalamnya adalah ASB. Oleh
karena itu, penting untuk melakukan penyusunan dan
penyesuaian atas ASB yang akan diterapkan dengan
spesifikasi yang dibutuhkan oleh SIPD. Namun demikian,
adanya perbedaan dan perubahan atas spesifikasi yang
dibutuhkan menjadikan adanya tantangan bagi konsep dan
aplikasi ASB di dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, kegiatan penyusunan ASB ini menjadi
sangat relevan dan memiliki implikasi praktik yang sangat
besar untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

daerah khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
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1.1. TUJUAN

Aturan Perundang-undangan telah mensyaratkan
perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun
APBD. Salah satu masalah klasik dalam penyusunan ASB
adalah penentuan anggaran secara incremental. Penentuan
anggaran secara incremental adalah penentuan besaran
anggaran dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah
pada item- item anggaran yang telah ada sebelumnya
dengan menggunakan data- data tahun sebelumnya sebagai

dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data
tersebut.

Proses penganggaran dalam konteks otonomi dan
desentralisasi daerah menduduki posisi yang sangat
penting. Namun, saat ini proses perencanaan anggaran
daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan.
Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan
ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan
penerimaan Daerah secara berkesinambungan, sementara
di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara
dinamis, tetapi fenomena yang terjadi adalah tidak diiringi
dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon
anggaran yang sesuai (wajar). Keadaan tersebut pada
akhirnya memunculkan kemungkinan wunderfinancing atau
overfinancing, yang semuanyva mempengaruhi tingkat

efisiensi dan efektivitas unit— unit kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas
dan agar pengeluaran anggaran pemerintah daerah
berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif,
maka APBD harus disusun berdasarkan kinerja yang akan
dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan Anggaran
Kinerja tersebut, maka Anggaran Daerah akan Ilebih
transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah
satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun
Anggaran Daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB.
Tujuan dari kegiatan penyusunan ASB ini adalah untuk
memfasilitasi tersedianya instrumen untuk menilai

kewajaran beban kerja dan biaya yvang digunakan untuk
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melaksanakan suatu kegiatan, sehingga diharapkan
kinerja anggaran daerah dapat lebih efisien dan tepat

walktu.

Selain itu juga, keberadaan ASB juga akan menuntut
adanya peningkatan kualitas perencanaan daerah dan
penganggaran daerah dengan pentingnya melakukan
identifikasi dan menetapkan isi substansi dari sub kegiatan
vang akan dilaksanakan terkait ocutput dan maksud dari
aktivitas tersebut beserta dengan nomenklatur dan alokasi
belanjanya secara logis dan memadai. Dengan begitu, maka
setiap Perangkat Daerah dituntut untuk betul- betul serius
dalam melakukan perencanaan aktivitasnya dan alokasi
anggaran dapat menggambarkan sesuai dengan kebutuhan
dari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, ASB akan mendorong
TAPD melalui Bappeda dan BPKAD untuk melakukan
penataan dan definisi yang jelas akan suatu sub kegiatan
beserta output yang diinginkan serta pemahaman yang sama

akan nomenklatur belanja dan alokasi anggarannya.

1.2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang timbul dalam penyusunan APBD

jika tidak menggunakan ASBE adalah:

1. Penentuan anggaran secara incremental

Penentuan anggaran secara incremental merupakan
penentuan anggaranhanya dengan menambah dan
mengurangi jumlah rupiah pada item- item

anggaran tahun-tahun sebelumnya dan tidak
melakukan kajian yang mendalam mengenai

penambahan dan pengurangan jumlah rupiah pada

anggaran tersebut.

Contoh: Tahun 2020 Dinas Kesehatan melaksanakan
kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.310.528.
Tahun 2021 diprediksikan terjadiinflasi atau kenaikan

harga sebesar 10%, maka besarnya anggaran kegiatan
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tersebut di tahun 2021 adalah sebesar Rp.78.310.528 x
110%
= 86.141.580, sedangkan rincian belanjanya sama

seperti tahun sebelumnya.
. Penentuan anggaran didasarkan pada nama kegiatan

Besarnya anggaran didasarkan pada nama |kegiatan.
Nama kegiatan yang agak aneh dan asing dianggap
memerlukan anggaran dalam jumlah besar, sehingga
mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar

dibandingkan nama kegiatan yang menggunakan istilah
vang sudah dikenal.

Contoh: Tahun 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga mengikuti kegiatan Expo/Pameran selama
tujuh (7) hari dengan mendapatkan alokasi anggaran
untuk kegiatan tersebut sebesar 30.000.000, sementara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
melaksanakan kegiatan vang sama selama tujuh (7) hari
mendapatkan alokasl anggaran 25.000.000. Sedangkan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan
kegiatan yvang sama selama tujuh (7) hari mendapatkan
alokasi anggaran sebesar 41.630.000.

. Penentuan anggaran didasarkan pada nama Pejabat
yvang berpengaruh.

Besar kecilnya anggaran juga sering dipengaruhi oleh
nama Pejabat yang berpengaruh dalam mengajukan
anggaran tersebut. Pejabat yang mempunyai “power”
dalam suatu SKPD akan mendapatkan alokasi anggaran
yvang lebih besar dari pada Pejabat yang tidak mempunyai
“power”.

Contoh: Dinas Kesehatan pada tahun 2020
melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)
dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang, mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp.94,125,000,. Sedangkan
SKPD lain yang tidak punya “power” melaksanakan
kegiatan yang sama dengan jumlah peserta yang sama

mendapatkan alokasi dana yang lebih kecil.
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4.

Penentuan anggaran didasarkan pada “kebiasaan”
dan tidak

berorientasi pada kualitas penganggaran.

Anggaran belanja daerah pada setiap Perangkat Daerah
dilakukan dengan berdasarkan adanya “kebiasaan” dari
pejabat sebelumnya atau yang ada di lingkungan
Perangkat Daerah tersebut. Kualitas terhadap
penganggaran dari suatu mata anggaran (sub kegiatan)
tidak dikaitkan dengan substansi dan keluaran yang
seharusnya dihasilkan dari sub kegiatan tersebut,
beserta logika alokasi anggaran belanja yang wajar.
Akibatnya, masih ada isi dalam DPA yang tidak
menggunakan nomenklatur sub kegiatan yang tepat
dengan substansi aktivitas yang sesuai dengan tujuan
organisasi, dan akan cenderung terjadi kumpulan
aktivitas-aktivitas yang tergabung dalam 1 dokumen
anggaran (DPA). Selain itu juga, alokasi terhadap
penggunaan nomenklatur belanjanya berpotensi tidak

sesuai dengan tujuan aktivitasnya.

Konsekuensi jika Pemda tidak menggunakan ASB

dalam melaksanakan anggaran keuangan daerah akan

menghadapi masalah- masalah sebagai berikut:

1.

L1

Sulit menentukan nilai kewajaran beban kerja dan
biava suatu kegiatan.

Menyusun anggaran berdasarakan subyektifitas.

Aktivitas yang sama mendapatkan alokasi anggaran
yang berbeda.

Penyusunan anggaran tidak bisa tepat waktu.

Tidak mempunyai argumentasi yang kuat dalam

menentukan alokasi anggaran.

Tidak adanya keterkaitan antara aktivitas yang
direncanakan denganpenggunaan nomenklatur

anggaran dan besarannya.

1.3. URGENSI ASB DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

Aturan perundang-undangan telah mensyaratkan

perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun
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APBD., Namun, hal ini tidak diimbangi dengan bentuk
perwujudan ASB secara riil kepada Pemerintah Daerah.
Akibat dari tidak adanya wujud ASB secara riil tersebut
maka timbullah berbagai macam masalah dalam
penyusunan ASB. Salah satu masalah klasik dalam
penyusunan APBD adalah penentuan anggaran secara
incremental. Penentuan anggaran secara incremental
adalah penentuan besaran anggaran dengan menambah
atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran
vang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data-
data tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian

yvang mendalam terhadap data tersebut.

Selain itu juga, seringkali penentuan anggaran dipengaruhi
oleh subyektifitas pejabat yang berwenang menyusun dan
memutuskan anggaran program dan kegiatan. Akibatnya,
tidak ada tolok ukur kinerja anggaran yvang dapat

digunakan.

Berdasarkan beberapa masalah klasik tersebut, maka
masalah- masalah yvang muncul ketika ASB tidak digunakan

dalam penganggaran keuangan daerah adalah:

a. Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu
kegiatan;

b. Penyvusunan dan penentuan anggaran menjadi subyelktif;

¢. Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi

besaran anggaran vang berbeda;

d. Tidak ada ukuran yang pasti kapan terjadi pemborosan
anggaran;

e. Penyusunan anggaran bisa tidak tepat waktu (molor).

f. Tidak memiliki dasar yang memadai dalam melakukan

peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.

g. Tidak dapat ditentukannya besaran kebutuhan anggaran
suatu sub kegiatan sehingga tidak dapat ditentukan
perkiraan kebutuhan anggaran dalam perencanaan
strategis daerah.

Dari masalah yang muncul sebagaimana di atas,

maka manfaatyang dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah
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ketika menggunakan ASB adalah sebagai berikut:

a.

b.

h.

Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi
obyektif tidak lagiberdasarkan intuisi;

Dapat menentukan kewajaran anggaran biaya untuk
melaksanakan suatukegiatan/sub kegiatan;

Meminimalisir terjadinya pengeluaran
yvang kurang jelasyangmenyebabkan
inefisiensi anggaran;

Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur
kinerja yang jelas;

Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan/sub kegiatan
menjadi obyektif;

Memiliki patokan yang pasti apakah telah terjadi
pemborosan anggaranatau tidak;

Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu;
Perkiraan kebutuhan anggaran pada saat menyusunan

perencanaan strategis jangka menengah dapat ditentukan
sehingga dapat dibandingkan dengan kapasitas fiskal
daerah.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dan penerapan ASB
adalah sebagai berikut :

1.

5,."1

Undang — Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, pasal 167 ayat 3 beserta
penjelasannya;

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,
pasal 20 ayat 2 beserta penjelasannya;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 39 ayat 2;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 41 ayat 3;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi

Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 — 3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 — 5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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3.ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Metode penganggaran tradisional atau line item
budgeting merupakan penyusunan anggaran yang
didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan vyang
menghubungkan dengan tujuan tertentu dan menitik
beratkan pada pengeluaran tanpa mengkaji secara
mendalam efisiensi dan efelkctivitas suatu kegiatan. Suatu
kegiatan dikatakan berhasil jika terdapat keseimbangan
antara anggaran pendapatan dan belanja serta
menghabiskan anggaran, karena jika terjadi surplus atau
defisit, maka anggaran dikatakan tidak berhasil atau
gagal.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, mulai diterapkan anggaran berbasis
kinerja (performance based budgeting). Pendekatan
anggaran berbasis kinerja mulai diterapkan pada tahun
anggaran 2005. Anggaran dengan pendekatan prestasi
kerja (kinerja) merupakan suatu sistemn anggaran yang
mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program
dan kegiatan yang direncanakan. Setiap dana yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan
atas hasil dan output vang jelas dan terukur. Ini
merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja
dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan
sebelumnya yang lebih mempertanggungjawabkan input

yang direncanakan dengan input yang dialokasikan.

Kinerja tersebut bersifat relatif, oleh karena itu,
harus ada data pembanding (benchmark). Dengan adanya
data pembanding, memungkinkan untuk menilai apakah
program dan kegiatan yangdirencanakan lebih efisien dan
lebih efektif dibandingkan dengan data pembanding
tersebut atau program dan kegiatan yang sama di tahun
sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dikatakan
semakin efisien jika untuk mencapai output tertentu
diperlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan

data dasar (benchmark), atau dengan biaya tertentu akan
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diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar.
Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana
output terhadap rencana hasil.

Jika dengan rencana output tertentu akan mampu dicapai
hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu
akan dicapai dengan output yang lebih kecil dibandingkan
dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut
dikatakan semakin efektif.

Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah
mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan
secara tegas mengenai besaran hasil dan outputnya.
Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
akan terlihat operasionalnya pada saat setiap SKPD
mengajukan RKA SKPD. Untuk mengimplementasikan
anggaran berdasarkan prestasi kerja, Pemerintah Daerah
perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti
capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja,
standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
Bagan pada gambar 1 di bawah adalah keterkaitan antar

instrumen dalam Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Penganggaran dengan pendekatan kinerja lebih
memfokuskan pada efisiensi penyelenggaraan suatu
kegiatan. Anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk
penganggaran yang mengaitkan antara kinerja dengan
alokasi anggaran. Dalam penyusunan anggaran berbasis
kinerja mensyaratkan peningkatan akuntabilitas publik
oleh Pemerintah Daerah.
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Gambar 1. Skema Keterkaitan Instrumen-instrumen dalam
Sistem ABK

Sumber: disadur dari Halim dan Kusufi (2014)

Fokus utama dalam penganggaran berbasis
kinerja adalah pemberian pelayanan berupa barang dan

jasa kepada publik. Perencanaan anggaran berbasis

kinerja berfungsi untuk:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap
pelayanan publik (cost improvement);

2. Meningkatkan produktivitas dan penurunan biaya
bagi sektor lainnya dan pentingnya pencapaian tujuan

serta prioritas pemerintah (competitivegovernment);

3. Membantu manajer sektor publik dalam mengelola dan

mengoperasikanorganisasinya dengan lebih  baik

(empowerment);

4. Meningkatkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan
transparansi dalam alokasi dan utilisasi sumber dava

(improved management and control).

Penganggaran berbasis kinerja (performance

bhased budgeting) mencerminkan beberapa hal yaitu:




1) terdapat indikator kinerja; 2) terdapat tolok ukur
kinerja; dan 3) terdapat target kinerja. Berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa
indikator kinerja terdiri dari masukan (input), keluaran
(output), dan hasil (outcome). Input merupakan sumber
daya yang digunakan wuntuk menghasilkan output.
Keluaran (output) merupakan barang atau jasa yang
dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran, tujuan program, dan
kebijakan. Hasil (outcome) merupakan segalakegiatan
vang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan- kegiatan dalam suatu program. Indikator-
indikator kinerja hanyva memberikan penjelasan
mengenai keterkaitan proses yang logis antara input,
output dan outcome, tetapi tidak mampu menjelaskan
apakah kinerja itu baik atau buruk serta tidak mampu
menjelaskan apakah kegiatan tersebut telah menyentuh
kepentingan masyarakat atau apakah tujuan tersebut

berkesinambungan dengan tujuan jangka panjang.

1 ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB merupakan salah satu komponen yang
harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran Kinerja
keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan
kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk
menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.

Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini
karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran
anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program

dan antar SKPD, yvang disebabkan oleh:

Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;

Perbedaan output kegiatan;
Perbedaan lama waktu pelaksanaan;

Perbedaan kebutuhan sumber daya;

A o ol

Beragamnya perlakuan obyek atau rincian obyek
belanja.
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Penerapan ASB pada dasarnya akan
memberikan manfaat antara lain:

(1jdapat menentukan kewajaran belanja untuk
melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya;
(2) meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang
jelas wyang menyebabkan inefisiensi anggaran;(3)
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
keuangan daerah; (4) penentuan anggaran berdasarkan
pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan [5) unit kerja
mendapatkan keleluasaan yang lebih besar untuk

menentukan anggarannya sendiri.

ASB dan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ)
adalah dua instrumen penganggaran berbasis kinerja
vang berbeda. Perbedaan kedua instrumen tersebut
pada unit analisisnya. Unit analisis untuk SHEBEJ
adalah pada level unit per unit barang atau jasa,
misalnya 1 sak semen adalah Rp.55.000,-, 1 rim kertas
A4 B0 gram adalah Rp.48.000,- dan seterusnyva.
Sedangkan unit analisis ASB adalah pada level kegiatan
per kegiatan, misalnya pelatihan teknis dengan peserta
20 orang selama 2 hari adalah sebesar Rp.25.000.000,-

dan seterusnya.

Peranan ASB dalam penyusunan anggaran
pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang
digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan
sejenis;

2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang
semakin efisien dan efektif;

3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) melakukan verifikasi total belanja yang
diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan;

4, Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung
besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis
kegiatan berdasarkan target output vang ditetapkan
dalam RKA SKPD.



5. POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

ASB memiliki peran yang penting dalam berbagai

tahap pengelolaan keuangan daerah. Berikut akan

dijelaskan peran ASB pada berbagai tahapan
tersebut:

a. Tahap Perencanaan Keuangan Daerah

ASEB dapat digunakan pada saat perencanaan
keuangan daerah. ASBE mulai dapat dipergunakan
pada saat musrenbang, penyusunan rencana kerja
SKPD (renja SKPD), dan penyusunan rencana kerja
pemerintah daerah (RKPD). Pada tahap - tahap
tersebut, ASB dapat juga digunakan oleh para
perencana untuk mengarahkan para pengusul
kegiatan, baik masyarakat maupun aparatur pemda,
untuk fokus pada kinerja. Apabila tanpa ASB, maka
perencana hanya sekedar mencatat usulan nama-
nama kegiatan dari para pengusul. Dengan adanya
ASB, maka para perencana akan bertanya lebih jauh
lagi kepada pengusul tentang pemicu kinerja (cost
driver) kegiatan yang diusulkan agar dapat
menentukan plafon anggaran kegiatan yvang
diusulkan.

b.Tahap Penganggaran Keuangan Daerah

Penggunaan ASB pada saat proses penganggaran
keuangan daerah, yaitu pada saat penentuan plafon
anggaran sementara dan penyusunan rencana kerja
anggaran (RKA). ASB dapat digunakan oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk
mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran
setiap satuan kerja dengan cara menganalisis
kewajaran antara beban kerja dan biaya dari usulan
program atau kegiatan yang bersangkutan. ASB
digunakan pada saat mengkuantitatifkan target
kinerja program dan kegiatan setiap SKPD menjadi
RKA SKPD. Untuk mengetahui beban kerja dan beban

biaya yang optimal dari setiap usulan program atau




kegiatan yang diusulkan yang tertuang dalam RKA
SKPD, langkah yang harus dilakukan adalah dengan
menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat
pada masing-masing jenis ASB. Tidak hanya TAPD, tim
anggaran DPRD juga menggunakan ASBEB untuk
meneliti kewajaran anggaran dan beban kerja dari
setiap usulan kegiatan vang diajukan oleh
Pemerintah Daerah sebelum mengesahkannya menjadi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c.Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Pada tahap pengawasan/pemeriksaan,
pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB
untuk menentukan batasan mengenai pemborosan
dari suatu kegiatan. Penganggaran suatu kegiatan
dikatakan efisien jika pagu anggaran kegiatan
tersebut tidak melampaui pagu ASB. Apabila
penganggaran belanja suatu kegiatan melebihi pagu

ASB maka inilah yang disebut dengan pemborosan.

&. POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJA

Pemerintah Daerah memerlukan informasi belanja
di dalam sebagian besar pengambilan keputusan
Pemerintah. Agar Kkeputusan yang diambil akurat,
maka Pemerintah perlu memahami pola perilaku
belanja. Yang dimaksud dengan perilaku belanja
adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya
dengan perubahan target kinerja atau aktivitas
Pemerintah Daerah. Besar-kecilnya belanja
dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja

kegiatan /aktivitas Pemerintah Daerah.

Perubahan belanja total sebagai akibat dari
perubahan target kinerja Pemerintah Daerah ada tiga
macam pola, yvaitu:
a.Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan

berubah (belanja tetap).
b. Jumlah berubah secara proposional dengan perubahan
target kinerja kegiatan (belanja variabel).




c. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan

target kinerja kegiatan (belanja semi variabel).

Untuk keperluan perencanaan dan

pengendalian belanja, Pemerintah Daerah harus

mengetahui pola perilaku masing-masing belanja.

Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan

pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan

belanja variabel. Dengan kata lain belanja yvang

dipisahkan tersebut merupakan belanja yang semi

variabel dan atau belanja semi tetap.

Untuk menggambarkan hubungan antara belanja
total dengan target kinerja kegiatan Pemerintah Daerah,

pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja
sebagai berikut:

Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel Total

Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh
besar-kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan perkataan

lain belanja variabel total merupakan hasil

perkalian antara belanja variabel per unit dengan target
kinerja kegiatan. Dengan demikian fungsi tersebut di atas
dapat pula dinyatakan sebagai berikut :

Belanja Total = Belanja Tetap + (Belanja Variabel per Unit =
Target Kinerja Kegiatan)

Dimana;

Belanja total : dinyatakan dengan simbol
YTarget kinerja kegiatan : dinyatakan dengan simbol
XBelanja Tetap Total : dinyatakan dengan simbol
a Belanja Variabel per Unit : dinyatakan dengan simbol
b

Maka fungsi belanja tersebut, secara umum, dapat
diformulasikan dengan Y =a + b.X

7. EKERANGEKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN ASB

Kerangka konseptual merumuskan konsep yang
mendasari penyusunan dan penyajian ASB. Tujuannya
adalah sebagai acuan bagi penyusun ASB dalam

penyusunan dan pengembangan ASB. Kerangka



konseptual yang harus disepakati dalam penyusunan
ASB adalah sebagai berikut:

a.

Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban
kerja. Konsep ini menegaskan bahwa penyusunan
Analisis Standar Belanja (ASB) harus berprinsip pada
anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar
kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula
anggarannya;

“Standar” adalah instrumen yang diciptakan agar

terdapat keseragaman praktek di masa yvang akan
datang. Agar terjadi keseragaman praktek, maka
pendekatan yvang sesuai dalam menyusun ASB adalah
pendekatan demokratis;

. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan

pendekatan demokrasi. Yang dimaksud dengan
demokratis di sini adalah semua aspirasi SKPD
*didengar” dan “dipertimbangkan” dalam kapasitas

yang sama.,




8. TAHAPAN PENYUSUNAN ASB

Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan
sebagai berikut:

1, Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini kegiatan/sub kegiatan dari
semua PD dikumpulkan untuk memperoleh gambaran
awal atas berbagai jenis sub kegiatan yang terjadi di
suatu Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, semua data
(populasi) PD harus dilibatkan semuanya sehingga
dapat memenuhi kerangka konseptual penyusunan
ASB, yaitu pendekatan demokratis. Data yang
dikumpulkan pada tahap ini dapat berupa data DPA
PD, standar satuan harga, dan Peraturan Daerah atau
Peraturan Walikota yang terkait dengan pengelolaan
keuangan daerah. Pada kegiatan penyusunan updating
ASB kali ini, tim penyusun menambahkan data DPA
2021 yang sudah menggunakan SIPD dengan format dan
sistematika sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun
2019 wyang kemudian diperbarui terakhir dengan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021. Data yang ada
dalam DPA SKPD Sebelum Perubahan APBD dianggap
dapat mencerminkan apa yang sebenarnya diinginkan
dan direncanakan awal oleh SKPD serta melalui proses
perencanaan vang lebih memadai. ASB tidak hanya
digunakan untuk mengevaluasi anggaran belanja
kegiatan, melainkan juga untuk standar penyusunan
anggaran tahun berikutnya. Untuk itu, data dari DPA
SKPD dianggap vang paling relevan. Data yang berasal
dari realisasi APBD kurang bisa menjadi dasar

penyusunan ASB, karena beberapa alasan antara lain:

a. Terdapat kemungkinan besar ada kegiatan yang telah
dianggarkan tetapi tidak dapat dilaksanakan, sehingga
ASB tidak dapat menampung standar belanja kegiatan
tersebut jika dianggarkan kembali oleh SKPD.

b. Fakta yang ada pada saat penyusunan anggaran
SKPD adalah sulitnya TAPD mengendalikan aspek

keperilakuan dalam penyusunan anggaran yvang



menyebabkan penyusunan anggaran memerlukan
waktu wyang lama dan rumit. Data DPA SKPD
memberikan informasi perilaku penyusunan anggaran
pada SKPD dengan lebih lengkap.

c. Data DPA SKPD akan memberikan ruang fleksibilitas
yvang lebih besar dari pada apabila menggunakan data

realisasi anggaran kepada SKPD untuk menyusun
anggaran SKPD.

d. Data dalam DPA SKPD memberikan kepastian yang
lebih memadai karena suatu sub kegiatan dapat dinilai
kualitas aktivitasnya dan bagaimanaanggarannya
dijabarkan sesuai dengan daftar nomenklatur yang

ada dan standar satuan harga yang diaplikasikan.

A Tahap Penyetaraan Kegiatan

Penyetaran sub kegiatan dilakukan untuk
menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh
dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau
kategori sub kegiatan yang memiliki kemiripan pola
sub kegiatan (bentuk kegiatan) dan bobot kerja yang
sepadan. Artinya, sub kegiatan yang bobot pekerjaannya
sama maka akan dikelompokkan pada
golongan /kelompok yang sama. Tahapan ini dilakukan
untulk memenuhi kerangka konseptual yang pertama,
yvaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip

anggaran berbasis kinerja.

3. Tahap Pembentukan Model

Model dibentuk untuk memperoleh gambaran
nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah

Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu:

a. Penentuan Pengendali Belanja (cost driver) dari

Masing-masing Jenis Sub Kegiatan

Pengendali belanja (cost driver) adalah faktor-faktor
vang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu
sub kegiatan. Cost driver ada dua macam, yaitu cost

driver riill dan cost driver semu. Cost driver semu
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adalah cost driver yang seolah-olah mempengaruhi
besar Lkecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak
mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar
“pembenar” untuk memperbesar anggaran. Cost driver
ini bukanlah suatu kebutuhan dari suatu alktivitas,
melainkan adalah suatu keinginan dari orang vyang
terlibat kegiatan. Oleh karena itu, penting sekali untuk
dapat menentukan cost driver riil dari masing-masing

kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang dianggap sejenis, namun
memiliki cost driver vyang berbeda-beda harus
ditentukan cost driver mana yang paling tepat untuk
digunakan dan berpengaruh langsung terhadap besar
kecilnya anggaran kegiatan. Untuk dapat memperoleh
cost driver yang tepat, perlu untuk memahami terlebih
dahulu maksud dan tujuan dari sub kegiatan-sub
kegiatan tersebut serta apa yang ingin diperoleh dari

sub kegiatan tersebut (outputnya).

Namun demikian, tidak semua cost driver dapat menjadi
keluaran (output) dari suatu sub kegiatan. Apabila ada
suatu kegiatan atau sekelompok sub kegiatan yang
tidak dapat diketahui cost driver-nya secara langsung,
maka dapat ditentukan dengan cara menetapkan
cost driver antara (tidak langsung), seperti contohnya
kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik dapat distandarkan berdasarkan luas
wilayah perkantoran atau luas lantai. Logikanya,
perbedaan luas wilayah atau lantai kantor akan
mempengaruhi perbedaan belanja kebersihan yang
diperlukan oleh suatu kantor atau PD tertentu. Dalam
hal ini, luas lantai menjadi cost driver sub kegiatan
tersebut tetapi bukan merupakan keluaran (output)
dari kegiatan tersebut. Cost driver luas lantai

merupakan salah satu contoh cost driver antara.

Selain itu juga, dimungkinkan satu cost driver
memiliki berbagai macam satuan, misalnya orang
hari (OH), orang bulan (OB), orang kali (OK), danlain
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sebagainya. Apabila terdapat berbagai macam satuan
cost driver, maka harus dilakukan penyetaraan cost
driver untuk memperoleh satuan pengendali kegiatan
vang pasti. Penyetaraan satuan pengendali kegiatan
(cost driver] ini dapat dilakukan dengan melihat sebaran
antar satuan pengedali dengan sebaran anggaran
kegiatannya. Apabila dirasa sebarannya terlalu besar
maka dicari penyetaraan yang memiliki sebaran yang
kecil. Apabila satuan cost driver telah dapat
ditentukan, maka akan dapat ditentukan nilai total

belanja dari suatu sub kegiatan.

.Penentuan Nilai Belanja Tetap dan Belanja Variabel
untuk Setiap Jenis Sub Kegiatan

Nilai total belanja dari tiap jenis sub kegiatan
dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan bilai belanja
variabel. Dengan demikian, setiap penambahan
kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis
peningkatan belanja variabelnya. Teknik menentukan
belanja tetap dan belanja variabel dalam penyusunan
ASB ini menggunakan model regresi. Penggunaan
model regresi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu
dapat mengetahui seberapa besar model regresi dapat
diterima dan layak untuk digunakan. Selain itu,
ketepatan model dapat diatur dan diketahui dengan
menentukan besaran signifikansi model sebesar 5%
dan 10%, vaitu model diuji dengan tingkat kesalahan
sebesar 5% atau dengan tingkat signifikansi moderat
sebesar 10%. Output dari tahap ini akan

menghasilkan model regresi sebagai berikut

Y = a + bx, dimana:
Y = total
belanjaa =

belanja tetap
(konstanta)b = belanja
variabel

% = cost driver




Belanja tetap dan belanja wvariabel akan ditentukan
melalui nilai koefisien pada tabel koefisien pada output
SPSS. Apabila nilai konstanta memiliki tingkat
signifikansi (significance level) lebih kecil dari pada 5%,
maka nilai tersebut dapat diterima. Sedangkan apabila
sebaliknya, maka nilai tersebut sama dengan O. Begitu
juga untuk nilai koefisien belanja wvariabel (b). Model
regresi dikatakan layak untuk digunakan apabila nilai F
test pada ANOVA memiliki tingkat signifikansi yvang
lebih kecil dari pada 5%.

¢. Penentuan Nilai Rata - rata (Mean, Batas Atas, dan

Batas Bawah untuk Masing-Masing Sebaran Belanja)

Nilai rata — rata, batas atas dan batas bawah dicari
untuk memperoleh gambaran awal atas rata — rata dari
pengalokasian belanja setiap jenis keglatan dan
pengendali belanjanya. Cara menentukan nilai rata-
rata, batas atas, dan batas bawah adalah sebagai
berikut :

(Milai mean suatu variabel = Standar

ilai - T = x100
Nilal rats - rata - deviasi] Total nilai mean “

{Nilai rata- rata - Standar

N“al batas bawah = mfmxlﬂc%

Nilai batas atas = (Njlaj rata - vata + Standar 1009
deviasi) Total nilai mean

Hasil dari perhitungan nilai rata-rata digunakan untuk
menentukan alokasi obyek belanja masing-masing
kelompok kegiatan. Apabila terdapat besaran alokasi
obyek belanja yvang menunjukkan angka negatif maka
alkan dibulatkan ke 0%. Sedangkan jika ada alokasi
obyek belanja yang menunjukkan nilai lebih dari 100%,

maka akan dianggap alokasinya sampai sebesar 100%.
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4. Tahap Penetapan Draft Akhir ASB

Setelah pembentukan model ASB dapat
ditentukan, maka akan menghasilkan draft awal ASB.
Draft awal ini kemudian didiskusikan dengan tim
penyusun dan dengan pejabat atau tim terkait dengan
penyusunan anggaran di Pemerintah Daerah. Pada tahap
ini ditentukan apakah draft yang telah dihasilkan telah
sesuai dengan kebijakan di lingkungan Pemerintah
Daerah setempat. Diskusi dengan pihak terkait dalam
Pemerintah Daerah bertujuan untuk mencari dan
menjelaskan kelebihan dan kelemahan yang berasal
dari kendala-kendala yang dihadapi selama penyusunan
ASB sehingga dapat dihasilkan laporan kegiatan yang
lebih berkualitas.

9. PENUTUP
9.1, KETERBATASAN

Penyusunan ASB ini memiliki beberapa
lteterbatasan,antara lain:

1 Hanya dapat berlaku untuk mengevaluasi kewajaran
anggaran belanja kegiatan/sub kegiatan tahun
anggaran 2022 dan rencana anggaran tahun 2023
dengan model yang harus disesuaikan jika ada
kebijakan Pemerintah (pusat dan daerah) yang
memengaruhi penyusunan anggaran dan/atau
penyesuaian akibat inflasi/deflasi.

2 ASB hanya terbatas pada kegiatan/sub kegiatan vang
secara umum dilakukan cleh SKFPD, dan apabila
terdapat kegiatan/sub kegiatan yvang tidak sesuai
dengan cost driver maupun komposisi dan besaran
alokasi rincian obyek belanja, maka Pemerintah Kota
Denpasar perlu menyusun dan menetapkan kebijakan

khusus terkait kegiatan/sub kegiatan tersebut.




9.2. REKOMENDASI

Terkait dengan beberapa keterbatasan diatas,
ada beberapa rekomendasi terkait dengan pelaksanaan

dan penggunaan ASB ini, yaitu:

I Membuat kebijakan khusus terkait pengertian
untuk masing- masing nomenklatur sub kegiatan dan
rincian obyek belanja agar dipahami secara sama dan
memadai oleh SKPD;

2 Untuk mempermudah penggunaarn ASB ini,
Pemerintah Kota Denpasar perlu mempertimbangkan
penggunaan aplikasi komputer yang dapat mendukung
aplikasi sistemn informasi keuangan daerah;

3 Perlu ada evaluasi terhadap ASE setiap tahun anggaran
terkait denganpengaruh faktor kebijakan dan kondisi

ekonomi.
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ASB FISIK 001 - PENGADAAN KONSTRUKSI FISIK

DESKRIPSI :

Belanja Pengadaan Konstruksi Fisik merupakan

total

keseluruhan anggaran belanja vang dibutuhkan

dalam suatu pembangunan/pengadaan konstruksi vaitu

Pengadaan Gedung, Pura, Balai (termasuk utilitasnya),

jalan, jembatan, dan

Perencanaan,

irigasi,

Pengawasan

yvang meliputi

atau

untuk

Manajemen

Konstruksi, dan Pengelolaan Kegiatan. Pengadaan fisik

tersebut merupakan pengadaan fisik untuk pertama

kali

terhadap sarana fisik yang telah ada.

dan tidak berupa rehabilitasi

atau perbaikan

Pelaksanaan

Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi dalam analisis ini

mencalkup Aktivitas Konstruksi

Jembatan, dan

pengadaan belanja modal

Drainase.

SKFPD

konstruksi

Bangunan,

Taman,

melaksanalkan

melalui

Pihak

Ketiga. ASB 001 ini menganggarkan bahwa komponen

anggaran

(manajemen konstruksi)

untuk perencanaan

dan

pengawasan

termasuk dalam anggaran

belanja modal, sedangkan anggaran untuk pengelolaan

kegiatan dianggarkan secara terpisah dari

belanja

modal sesuai dengan nomenklatur belanja yvang berlaku

(selain belanja modal).

ASB FISIK 001.A. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

SEDERHANA

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

N Nilai Belanja Konstruksi Fisik Perencanaa Pengawasan | Pengelola
o (BKF) n an
Kegiata
: n |
1 z = ¥ = y= y= ¥
| 15.000.000.000,00 0,04300x 0,03200x 0,003122x
2 15.000.000.000,00 < X s y= y= y =
| 30.000.000.000,00 0,00250x% 0,00475x 0,01200x |
3 | 30.000.000.000,00 =< X < y = = y = |
| 45.000.000.000,00 0,04880x 0,03630x 0.00800x _|
b | 45.000.000.000,00 < X < y= y= y=
| 60.000.000.000,00 0,024372x 0,01990x 0,000111x
5 | 60.000.000.000,00 = X y = = y=
. 0,03533 0,025700x 0,000068x
Qx

| S




— e FUN——

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB O001l.A :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi
sederhana merupakan bangunan Gedung dengan

teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

a. Bangunan Gedung kantor dan bengunan Gedung
negara lainnyadenganjumlah lantai sampai
dengan 2 (dua) lantai;

b. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung
negara lainnyadenganluas sampai dengan 500
m=2 ;

¢. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe

D dan Tipe E (lihat PermenPUPR No.22 Tahun
2018).
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Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan
konstruksi fisik Gedung sederhana adalah dengan
menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja
Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh
dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan
dan pengelolaan kegiatan ditambah denganl. Kemudian,
indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Belanja
Modal diperoleh dari BKF ditambah komponen perencanaan
dan pengawasan. Rincian tersebut dapat diformulasikan

sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik
(BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + [Koefisien Perencanaan +Koefisien Pengawasan+

Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [[BKF x Koefisien Perencanaan] + (BKF x
Koefisien Pengawasan)|

Sedangkan, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk
komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari

belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No | Sub Rincian Objek Belanja | Rata-rata | Batas Batas Bawah
Atas

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-ATK ah 2R 79:91% 57,515
Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- 35,74% 43,99% 27,48%
Bahan Komputer
Belanja Modal ............. Ep..oiiaaianan.

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)
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ASE FISIK 001.B. PENGADAAN KONSTRUKSI

TIDAKSEDERHANA

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

BANGUNAN GEDUNG

== |
N Nilai Belanja Konstruksi Fisik Perencanaan | Manajem Pengawas
0 (BKF) £1n an
Konstruk Konstrul
si si
1 Ny = X = Y = y = o=
3} 5.000.000.000,00 0,118100x 0,177300x 0,128800x
2 5.000.000.000,00 = X = ¥ = e N
__}_10.{100.00().000.00 0,108300x 0,149700x 0,107600x
{ 3 | 10.000.000.00000 < X < ¥ = ¥ = g o=
|| 25.000.000.000,00 0,093300x 0,104700x 0,076200x
| 4 ‘l 25.000.000.000,00 = X = Yy = ¥y = y =
l =t 50.000.000.000,00 0,082800x 0,073400x 0,051300x
5 50.000.000.000,00 < X y= = =
: __} 0,060400x |  0,048900x 0,035000x |
Pengelolaan
Kegiatan
vy = 0,051000x
y = 0,033600x
v = 0,022400x
y = 0,014200x
v = 0,009500x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.B :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak

sederhana merupakanbangunan Gedung dengan teknologi

dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:

a. Bangunan Gedung kantor dan bengunan Gedung

negara lainnyadenganjumlah lantai lebih dari 2

(dua) lantai;

b. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung

negara lainnyadenganluas lebih dari 500 m?2 ;

c. Rumah Negara meliputiRumah Negara Tipe A dan Tipe B

(lihat PermenPUPR No.22 Tahun 2018).

Untuk menghitung

total

anggaran belanja pengadaan

konstruksi fisik Gedung dengan klasifikasi tidak sederhana

adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali

Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh

dari total koefisien

komponen perencanaan, manajemen

konstruksi, pengawasan konstruksi dan pengelolaan kegiatan
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ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut
dikalikan dengan BKF-nya. Belanja Modal diperoleh dari
BKF  ditambah komponen perencanaan, manajemen
konstruksi, dan pengawasan. Rincian tersebut dapat
diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik
(BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien
Manajemen Konstruksi + Koefisien
Pengawasan Konstruksi + Koefisien

Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF
x Koefisien Manajemen Konstruksi) + (BKF x
Koefisien Pengawasan Konstruksi)]

Sedangkan, untuk sub rincian obyek belanja yvang membentuk
komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari
belanja modal melalui tabelalokasi di bawah:

[ No Sub Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah

1 Atas

-

[ Belanja Alat/Bahan untuk 1 960 6790 240

5__] Kegiatan Kantor-Bahan Cetak =R I5RT Sticiio

| iz | BClAIE A7t/ Dalign 1,65% 2,36% 0,94%
untuk Kegiatan Kantor-

: Benda Pos

[ 3 B&_-lanja Malkan dan 46,39% 46,39% 46,39%

| Minum Rapat

Lf} Belanja Modal .............. Bt

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)




ASB FISIK 001.C. PENGADAAN KONSTRUKSI
BANGUNAN GEDUNG KLASIFIKASI KHUSUS

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

:
l——N Nilai Belanja Konstruksi Fisik Perencanaan Manajem Fengelola

o [BI{F] en wn

Konstrule Kegiata
B au - 5i n
} | ; = - x = }r = y = y =
| | 5.000.000.000,00 0,039200x 0,079683x 0,051000x
| 2 | 5.000.000.000,00 = X y = y = y = |
}_ | 10.000.000.000,00 0,015382x 0,065506x 0,003730x
_ |

3 | 10.000.000.000,00 < X y= y = y = |
| | 15.000.000.000,00 0,006667x 0,040000x 0,001617x |
| 4 | 15.000.000.000,00 = X y = e e
‘ | 20.000.000.000,00 0,093200x 0,068200x|  0,009500x

5 ] 20.000.000.000,00 < X = y = y =
f_ 0,103500x 0,075600x 0,014200x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.C

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi

merupakan bangunan Gedung dengan

teknologi

khusus

dan

spesifikasi khusus meliputi:

a. Bangunan Gedung negara yang memiliki persyaratan
dalam

memeriukan

khusus, serta

perencanaan dan

pelaksanaannya penyelesaian atau

teknologi khusus;

b. Bangunan Gedung negara yang mempunyai tingkat
kerahasiaan tinggi untuk kepentingan Nasional;

c. Bangunan Gedung negara yang
penyelenggaraannya dapatmembahayalkan
masyarakat di sekitarnya; dan/atau

d. Bangunan Gedung negara yang mempunyai resiko
bahaya tinggi.

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan

konstruksi fisik Gedung dengan klasifikasi khusus adalah
dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja
Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari
total koefisien komponen

perencanaan, manajemen

konstruksi, dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1.

Kemudian, indeks pengkalitersebut dikalikan dengan BKF-
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nya. Belanja Modal diperoleh dari BKF ditambah komponen
perencanaan dan manajemen konstruksi. Rincian tersebut
dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik
(BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien
Manajemen Konstruksi + Koefisien Pengawasan

Konstruksi + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [[BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF
x Koefisien Manajemen Konstruksi)]

Sedangkan, untuk sub rincian obyek belanja vang membentuk
komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari
belanja modal melalui tabelalokasi di bawah:

No | Sub Rincian Objek Belanja | Rata-rata | Batas | Batas Bawah

Ao ' il G Atas
Belanja Alat/Bahan untuk a

{ ! Kegiatan Kantor-Bahan Cetak BER000 33,0156 SR

I Belanja Alat/Bahan untuk 00

{_2 Kegiatan Kantor-Benda Pos =00 i 1,00%

| 3 [P e 46,00% | 47,00% | 45,00%
Minum Rapat

| 4 | Belanja Moadal .............. 0] T R Al

L

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)
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ASEB FISIK 001.D. PENGADAAN KONSTRUKSI

PEMBANGUNAN / REHABILITASI JALAN
RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

; Perencanaa |
No Nilai Belanja Konstruksi Fisik Pengawasan n &
(BKF) Pengelolaan
Kegiatan
1 " = X = o= =
| 2.500.000.000,00 0,153241x 0.008997x
| 2 2.500.000.000,00 = X = ¥ = M=
5.000.000.000,00 0,053225x 0,001141x
3 5.000.000.000,00 = X = y= vy =
7.500.000.000,00 0,043784x 0,002369x%
4 7.500,000.000,00 = X = ¥ = Y=
10.000.000.000,00 0,021927x 0,000178x
IS 10.000.000.000,00 = X R ¥=
T 0,021562x 0,000065x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASBE 001.D :

ASB

konstruksi

ini meliputi pengadaan atau pembangunan

jalan dan jembatan, untuk

sekaligus
keperluan rehabilitasi sedang/berat jalan dan jembatan.
Aktivitas rehabilitasi

sedang/berat melibatkan belanja

modal karena

biasanya memenuhi kriteria untuk

dikapitalisasi ke aset tetap. Untuk menghitung total
anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik jalan dan
jembatan adalah dengan menghitung terlebih dahulu
Fisik (BKF)-nva.

Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen

indeks pengkali Belanja Konstruksi

pengawasan konstruksi, perencanaan dan pengelolaan
kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali

tersebut dikalikan dengan BKF- nya. Belanja Modal

diperoleh dari BKF ditambah komponen pengawasan

konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan

sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik
(BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Pengawasan

Konstruksi + Koefisien Perencanaan &

Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF +

Konstruksi)]

[(BKF x Koefisien Pengawasan

41



Sedangkan, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk

komponen perencanaan dan pengelolaan kegiatan akan
ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi
di bawah:
Mo |Sub Rincian Objek Belanja ~~ Rata-rata ~ [Batas Atas Batas Bawah
e e e e
i Belanja Alat/Bahan untuk 1,29% B0,00% 38.81%
Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
2 Belanja Alat/Bahan untuk 13,71% 16,58% 10,84%
Kegiatan Kntor-Benda Pos
3 Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.00% 20,00% 0,00%
- =]
{rl__ IBelanja Modal .............. BT cneorsisics i
BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)
ASB FISIK 001.E. PENGADAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN /REHABILITASI DRAINASE DAN
JARINGAN AIR LAINNYA
RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA
[ Man Pengelol
| N Nilai Belanja Konstruksi Fisik Perencanaan ajem gngerota
1 o {BKF} El’l EI‘.I E
Konstruk Kegiata
si n
1 e < ¥ = }r = }r = }f’ =
|1 500.000.000,00 0,023222x 0.033180x 0,001471x
2 | 500.000.000,00 < X = y = y = y = |
.| 1.000.000.000,00 0,043222x 0.053180x 0,001271x |
'3 | 1.000.000.000,00 < X s = y = = ‘
! | 1.500.000.000,00 0,063222x 0,073180x 0,001071x |
| 4 1.500.000.000,00 = X = N = i Y=
b 2.000.000.000,00 0,047468x 0,043139x 0,000810x
5 | 2.000.000.000,00 < X y = y = y =
L 0,040000x 0,046500x 0,001750x |

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 0O01l1.E :

ASE ini meliputi

konstruksi

seperti saluran air minum, sanitasi dan lainnya.

itu  juga,

saluran dan

ASB

srainase

menggunakan

pengadaan

untuk keperluan

atau

saluran

ini.

rehabilitasi
air

Aktivitas

pembangunan

saluran drainase dan saluran air lainnya

Selain

sedang/berat

lainnya

juga

rehabilitas:
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sedang/berat melibatkan belanja modal karena biasanya
memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke aset tetap.
Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan
konstruksi fisik saluran drainase dan saluran air lainnya
adalah dengan menghitung  terlebih dahulu indeks
pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks
pengkali diperoleh dari total koefisien komponen
perencanaan, pengawasan konstruksi, pengelolaan kegiatan
ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut
dikalikan dengan BKF-nya. Belanja Modal diperoleh dari
BKF ditambah komponen perencaaan dan pengawasan
konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan

sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks
pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien
Pengawasan Konstruksi + Koefisien

Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencaaan) + (BKF x Koefisien
Pengawasan Konstruksi)]

Sedangkan, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk
komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari

belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No | Sub Rincian Objek Belanja | Rata-rata | Batas Batas Bawah
BRIt et bne S L  Atas

1 Bela"nnja Alat/Bahan untuk 71,67% 84,38% 58.95%
Kegiatan Kantor-Bahan
Cetak

2 Beie!nja Alat/Bahan untuk 28,33% 40,52% 16,15%
Kegiatan Kantor-Benda Fos

| ELBeIanja Modal ....coaemmes ¢ 5 o o S

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)
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ASB 002 -ADMINISTRASI PEMELIHARAAN ASET
KONSTRUKSI (BANGUNAN, JALAN, DAN JARINGAN)

DESKRIPSI :

ASB Pemeliharaan aset konstruksi (Bangunan, Jalan
dan Jaringan) adalah ASB yang mengatur pelaksanaan
pemeliharaan sarana dan prasarana aset konstruksi
untuk seluruh konstruksi fisik berbentuk bangunan,
jalan dan jaringan yang dikelola oleh Perangkat Daerah
(PD) baik melalui Pihak Ketiga maupun dilakukan oleh
PD sendiri. ASE 002 ini tidak termasuk dalam kategori
kapitaslisasi aset tetap dan hanya bertujuan untuk
melakukan perbaikan ringan menjaga penampilan aset
tersebut. ASB ini mengatur tidak termasuk belanja
pemeliharaannya dan tidak ada alokasi untuk belanja
modal karena tidak merupakan kapitalisasi aset. ASB
002 ini untuk menghasilkan pagu total belanja

termasuk belanja pemeliharaannya.

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

\ No Nilai Belanja Pemeliharaan Pagu Belanja

i |- < X = 50.000.000,00]y = 1,457950 x

2 | 50.000.000,00 < X = y = 1946462 x
250.000.000,00

"3 [250.000.000,00 < X y = 1,444806 x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 002 :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi
nilai belanja pemeliharaan, maka diperoleh alokasi pagu
anggaran administrasi pemeliharaan aset konstruksi. Di
dalam biaya administrasi ini tidak termasuk belanja
pemeliharaannya. Dalam Biaya Administrasi ini tidak
termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non
Pegawai, Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Sewa
Aset Tetap Lainnya.




No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas
1 | Belanja Barang Pakai Habis 75,00% 100,00% 0,00%
2 | Belanja Jasa Kantor 20,009 43,00% 0,00%
3 Belanja !uran Jaminan/ 5.00% 9,30% 0.96%
Azguransi
| 4 | Belanja Pemeliharaan | £ 5 PP S
| e

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL

COST) : (Opsional)
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ASE 003 - ADMINISTRASI REHABILITAS SARANA NON

- e

KONSTRUKSIDESKRIPSI :

Kegiatan Administrasi Rehabilitasi Sarana Non
Konstruksi adalah melaksanakan rehabilitasi
sedang/berat sarana dan prasarana untuk konstruksi
dengan mekanisme pengadaan belanja modal melalui
Pihak Ketiga oleh PD. ASB 003 ini termasuk dalam
kategori kapitaslisasi aset tetap karena kegiatan yang
termasuk rehabilitasi adalah kegiatan
peningkatan /perbaikan aset tetap yang dapat: (1)
menambah usia ekonomis; (2) menambah volume; dan
(3) mengubah bentuk atau fungsi. ASB ini hanyva
menganggarkan untuk kegiatan administrasinya tidak
termasuk dengan belanja modal yang dianggarkan. Nilai
belanja administrasi nanti berupa angka pengkali dari

nilai belanja modal yang dianggarkan.

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

' No Nilai Belanja Modal Pagu Belanja
1 E < X =  100.000.000,00 | y = 1,04755 X
2 100.000.000,00 < X = y = 1,111788 X
250.000.000,00
3 250.000.000,00 < X = y = 1,003674 X
1.000.000.000,00
| 4 1.000.000.000,00 < X = y = 1,00206 X
2.500.000.000,00
5 | 2.500.000.000,00 < X = y = 1,003909 X
5.000.000.000,00
6 | 5.000.000,000,00 < X = 10.000.000.000,00| y = 1,00193 X
7 | 10.000.000.000,00 < X y = 1,00418 X

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASE 003 :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y] setelah dikurangi
nilai belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana. Di dalam biaya
administrasi ini tidak termasuk Nilai keseluruhan Pagu
Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka
diperoleh Biaya Administrasi Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana. Dalam Biaya Administrasi ini tidak termasuk
Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai,
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility

Payment) dan Belanja Pemeliharaan.




T T o T R ) ey
~ Rincian Objek Belanja _‘LL&M

1 | Belanja Barang Pakai Habis

2 | Belanja Modal .......... SR PR s A

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)
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ASB 004 - ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANAPENDUKUNG BANGUNAN

DESKRIPSI :

Administrasi untuk Pembangunan dan Prasarana
Pendukung Bangunan adalah administrasi untuk
rangkaian kegiatan menata saran dan prasarana di
sekitar bangunan perkantoran dan pelayanan public
seperti: pavingisasi, penataan halaman,
lingkungan /kawasan tertentu agar bermanfaat secara
optimal berdasarkan perencanaan lapangan dan
ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. ASB 004 ini
termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap karena
kegiatan yang termasuk penataan ini dapat berupa
kegiatan peningkatan/perbaikan aset tetap yang dapat:

(1) menambah usia ekonomis;

(2} menambah volume; dan
i3] mengubah bentuk atau fungsi.
ASB ini hanya menganggarkan untuk kegiatan

administrasinya tidak termasuk dengan belanja modal
vang dianggarkan. Nilai belanja administrasi nanti berupa
angka pengkali dari nilai belanja modal yang
dianggarkan.

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

[ No Nilai Belanja Modal Pagu Belanja

1 - < X5 y = 1,08978 «x
250.000.000,00

2 250.000.000,00 < X = 500.000.000,00(y = 1,031707 x
| 3 500.000.000,00 < X = y = 1,018654 x|
il 2.500.000.000,00 '
[ 4 2.500.000.000,00 <X s |y = 1,001558 x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 004 :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai
belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi Penataan
Sarana dan Prasarana. Di dalam biaya administrasi ini tidak
termasuk Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi
nilai belanja modal, maka diperoleh Biaya Administrasi Penataan
Sarana dan Prasarana. Dalam Biaya Administrasi ini tidak
termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai,
48




Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Pemeliharaan dan
Belanja Hibah.

No Rincian Objek Belénja ‘Rata-rata Batas Batas Bawah
{ : Atas

[1 Belanja Barang Pakai Habis 3.44% 8,40% 0,00%

| 2 | Belanja Jasa Kantor 96,56% 100,009 0,009

E Belanja Modal ........c.cocco.. BB T xS AT

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL

COST) : (Opsional)
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ASEB 005 - ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN

DESKRIPSI :

Administrasi Pengadaan Non Konstruksi merupakan
kegiatan administrasi yvang dilakulcan untuk
mendukung Pengadaan Non Konstruksi. Hal ini
mencakup seluruh pengadaan yang tidak berkaitan
dengan konstruksi, seperti pengadaan peralatan dan
perlengkapan pendukung perkantoran dan sebagainya.
Kegiatan Administrasi Pengadaan Non Konstruksi
adalah SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal
peralatan dan mesin menurut klasifikasi yang ada di
Permendagri No. 90 Tahun 2019 (alat perkantoran,
komputer, alat angkutan, alat komunikasi, alat
kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah
raga, dan rambu-rambu) melalui Pihak Ketiga. ASB 005
ini hanyva mengatur untuk belanja selain belanja
modal vyang dianggarkan. Nilai belanja pendukung
(administrasi) nanti berupa persentase dari nilai

belanja modal vang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Nilai Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Rp)
SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp259.112.849,79 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE
COST) :

= 0,926 x X1
BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) +
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

I

Rp259.112.849,79 + (0,926 x X1) + Belanja Tambahan
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ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 00S :

No Rincian Objek Belanja | Rata-rata | Batas | Batas Bawah
1 | Belanja Barang Pakai Habis 29,29% 100,00% 0,00%
2 | Belanja Jasa Kantor 27.78% 73,34% 0,009%
3 Belanja l-uran Jaminan/ 2.56% 4,69% 0,42%
Asuransi
4 | Belanja Pemelihar._aan 21.41% 40.53% 2,299
Peralatandan Mesin
Belanja Pemeliharaan Gedung 18,97% 24,87% 13.06%
dan Bangunan
lrl-?-elanja Modal Peralatan dan R
| 3 |l ME‘!“yi|1 p-+l'l--1l-ﬁ-l R e
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ASB 006 - PENYELENGGARAN

PERLOMEBAAN DESKRIPSI :

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan kegiatan
perlombaan yang mempertandingkan satu atau beberapa
cabang lomba dengan peserta berupa orang baik yang
mewakili individu maupun yang tergabung dalam
kelompok atau institusi. SKPD sebagai pihak vang
menyvelenggarakan perlombaan yang dapat diikuti oleh
lembaga pemerintahan dan masyarakat umum.
Besarnya anggaran untuk kegiatan ini akan
dipengaruhi oleh jumlah cabang lomba, jumlah peserta
(kelompok), dan jumlah hari penyelenggaraan.
PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah

partisipan/peserta (orang).

X2 = Jumlah jenis/cabang

lomba.
X3 = Lama lomba / durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
CcCOoSsT :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= Rpl99.012,37 per Jumlah orang-jenis lomba-hari
(X1X2X3).

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL}):

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan + Belanja
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

I

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rpl199.012,37 x X1 x X2 x X3) + Belanja
Tambahan




ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 006 :

— e

No b S ek Belanjz : : Egngéﬁfini%w@h
= b - = e Ay LS Pt Loe
1 | Belanja Barang Pakai Habis 29,79%, 57.05% 2,54%
2 | Belanja Jasa Kantor 29,23% 61,51% 0,009
3 Be]ﬁ.lrnjﬂ Sewa Peralatan dan 7.05% 16,89% 0.00%
2 Mesin
Belanja Uang yang
4 | Diberikankepada Pihak 26,84% 55,01% 0,00%
Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
Belanja Jasa vang Diberikan
5 | kepada Pihak Ketiga/Pihak 7.08% 20,38% 0,00%

\_ Lain/Masyarakat

53




ASE 007 - MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK

APARATUR

DESKRIPSI :

ASB untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan /workshop untuk pegawai ASN adalah kegiatan
SKPD yang ditujukan untuk mengirimkan Aparatur Sipil
Negara (ASN) yvang ada di lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar dalam kegiatan diklat yang diadakan oleh pihak
lain (lembaga diluar Pemda) dalam rangka meningkatkan
pengetahuan, keahlian atau kemampuan  tertentu.
Konsekuensi dalam kegiatan mengikutipendidikan dan
pelatihan oleh Aparatur (termasuk pegawai tetap Non
PNS) adalah adanya kontribusi tertentu yang harus
dibayarkan oleh SKPD dan bertempat di luar wilayah Kota
Denpasar. ASB ini tidak termasuk untuk non aparatur
atau masyarakat.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP
(FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= 1,079198 x Belanja Kursus/Pelatihan,
Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan

dan Pelatihan

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp0,00 + (1,079198 x X1)




ALOEKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASE 007

No|  Rinclan Objeks Belanja Batas | Batas Bawah
i SR = | Atas & :
1 | Belanja Barang Pakai Habis 62,73% 3,73%
Z | Belanja Jasa Kantor 66,7 7% 100,00% 0%
Belanja Kursus/Pelatihan,
3

Teknis

[iusialisasi, Bimbingan

serta Pendidikan dan Pelatihan

=1 = TR
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ASB 008 — SWAKELOLA BIMBINGAN
TEKNIS/PELATIHAN

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan
untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada peserta
dengan tujuan untuk memperoleh ketrampilan teknis
tertentu. ASB 008 ini sesual dengan karakteristik
aktivitasnya perlu dibedakan menjadi 2 kategori yaitu
penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis untuk
masyarakat dan untuk aparatur. Beberapa perbedaan
perlakuan dalam penganggaran menyebabkan ASB
kegiatan bimbingan teknis/ pelatihan perlu dibedakan

antara untukmasyarakat dan untuk aparatur.

008A: ASB SWAKELOLA BIMBINGAN
TEKNIS/PELATIHAN UNTUKMASYARAKAT

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan
untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada
masyarakat umum di Kota Denpasar untuk memperoleh
ketrampilan teknis tertentu. Aktivitas bimbingan teknis
juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis
tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru
vang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu
yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat
tertentu. Tujuan ASB ini adalah untuk memberikan
ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian
tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau
kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung
kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan ini bukan
hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga
memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap
peserta atas ketrampilan teknis vang dituju.
Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB
ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan
teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kota Denpasar,
tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau
delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis
vang diadakan oleh pihak lain.
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PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1

Jumlah Peserta (Orang)

1l

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)
XD = X1 x X2 xX3

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
CcOST) :

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL

Rp261.000.000,00 per kegiatan

(VARIABLE COST) :

= Rp711.332,5 x XD

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
(Opsional)

= Re261.000.000.00 + (Rp711.332,5 x XD} + Belanja
Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008.A :

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas
1 | Belanja Barang Pakai Habis 6,32% 14,55% 0,00%
2 | Belanja Jasa Kantor 10,66% 41,66% 0,00%
) Belanja Sewa Peralatan
3 Q
i s 3,28% 5,41% 1,14%
Belanja Sewa Gedung
4
HagBonicnan 19,79% 42,09% 0,00%
Belanja Kursus/Pelatihan,
5 | Sosialisasi, Bimbingan 46,02% 100,00% 0,009%
Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan
Belanja Uang yang
6 | Diberikankepada Pihak 7,14% 18,55% 0,00%
Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
Belanja Jasa yang Diberikan
7 | kepada Pihak Ketiga/Pihak 6,78% 172,97% 0,00%

Lain/Masyarakat
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008B: ASB SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/
PELATIHAN UNTUK APARATUR

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan
untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para
pegawai di lingkungan SKPD diPemerintah Kota Denpasar
untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan
bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan
gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-
undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi
kerja masing-masing aparatur. Tujuan kegiatan ini adalah
untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-
masalah yang sifatnya operasional yang menjadi
kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan
pelajaran tutorial saja tetapijuga memberikan contoh dan
panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan
teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang
diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan
dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah
Kota Denpasar, tidak termasuk atau meliputi pengiriman
peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau
pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain. ASB ini
termasuk untuk aparatur Non ASN vang ada di

lingkungan Pemeritah Kota Denpasar.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)X2 = Durasi (Hari)
XA = X1 x X2

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= Rp1.819.138,00 x XA

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :
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RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

- Rp0,00 + (Rp1.819.138,00 x XA) + Belanja

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

(Opsional)

Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008.B :

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas
1 | Belanja Barang Pakai Habis 5,04% 11,16% 0,00%
| 2 | Belanja Jasa Kantor 3.85% 9,55% 0,00%
- 3
3 Belanja Sewa Gedung 2.15% 3.56% 0,74%
danBangunan
Belanja Kursus/Pelatihan,
4 | Sosialisasi, Bimbingan 75,36% 100,00% 0,00%
Teknis serta Pendidikan dan
Pelatihan
5 Belanja Perjalanan Dinas 13.61% - 5
Dalam Negeri ) (] 46,98% 0,009%
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ASB 009 - KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Sosialisasi program (atau penyuluhan) merupakan kegiatan untuk
memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkan
daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan
perundang- undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui
kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau
informasi secara langsung. Sosialisasi program atau penyuluhan ini
diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah
masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar. Kegiatanpenyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait
langsung dengan kepentingan umum dan sosial kemasyarakat.
Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana,
penyuluhan  pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain

sebagainya.
PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER,) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)X2 = Frekuensi (Kali)
X3 = Durasi (Hari) XA = X1 x X2

XB = X1 x X3XC = X2 x X3

XD = X1 x X2 x X3

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :
= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE
COST) :

= Rp801.135,32 x X1X2X3

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
(Opsional)

= Rph.0 + (Rp&801.1885,32 x X1X2X3) + Belanja
Tambahan
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ALOKASI RINCIAN

OBYEK BELANJA ASB 009 :

No Rincian Objek Belanja | Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas
1 | Belanja Barang Pakai Habis 35,09% 80,34% 0,00%
2 | Belanja Jasa Kantor 9,54% 21.51% 0,00%
3 Belanja Sewa Gedung dan 6,25% 15,15% 0,00%
Bangunan
4 Belanja Perjalanan Dinas 34,19% 66,13% 2.25%
Dalam
Negeri
Belanja Uang yang
5 | Diberikankepada Pihak 8,12% 16,91% 0,00%
Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
Belanja Jasa yang Diberikan
6 | kepada Pihak Ketiga/Pihak 6,82% 13,55% 0,09%
Lain/Masyarakat
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ASB 010 —- KEGIATAN SWAKELOLA SOSIALISASI
KEBIJAKAN UNTUKAPARATUR

DESKRIPSI :

Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan untuk
memperkenalkan program Kkerja dari suatu satuan
perangkat perangkan daerah (SKPD) dan sosialisasi
terkait informasi atau isu serta aturan perundang-
undangan tertentu kepada aparatur ASN di lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar. Sosialisasi kebijakan dan
regulasi ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan
sasaran peserta adalah para ASN yang terlibat atau
memiliki kewenangan dalam suatu fungsi atau bidang
tertentu yang terkait dengan kebijakan dan regulasi
tersebut. Kegiatan sosialisasi juga memberikan sebuah
pandangan yang diiringi dengan rencana aksi atas
implementasi kebijakan dan regulasi tersebut di
lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang harus
diketahui dan dilaksanakan oleh ASN.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :
X1 = Jumlah Peserta
(Orang) X2 =
Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi

(Hari) XA =

D LIl 2 )68

XB = X1 x

MBXEC =

X2 = X3

XD = X1 x X2 x X3

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= REpE359.235,921 x 2D

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :



RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
(Opsional)

= Rp0,00 + (Rp359.2385,91 = XD) + Belanja Tambahan
ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 010 :

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
: e e e Atas

1 | Belanja Barang Pakai Habis 86,64% 100,00% 7.42%

2 | Belanja Jasa Kantor 13,36% 20,54% 6,18%
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ASB 011 - PENYEDIAAN ATK UNTU

K PELAYANAN AD MINISTRASI

LIK
FERKAHTDRAH BAGI INSTANSI NON PELAYANAN PUB

I

D

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 011

ESKRIPSI :

ASB 011 merupakan ASB yang mengatur kegiatan (sub
kegiatan) penyediaan alat tulis kantor (ATK) yang
digunakan untuk pelayanan administrasi perkantoran,
mencakup pelaksanaan kegiatan jasa penyediaan surat-
menyurat. ASB ini dibatasi bagi instansi non
pelayanan publik. Definisi instansi non pelayanan publik
adalah:

1) instansi yang tidak melayani masyarakat secara
langsung;

2)tidak mengeluarkan dokumen khusus ke pihak luar,
selain surat keluar. ASB ini akan ditentukan

berdasarkan jumlah pegawai (ASN)yang ada dalam
P

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Jumlah Pegawai (ASN).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
COSsT) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= Rp991.794,40 per Jumlah Pegawai atau ASN

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja
Tambahan

= Rp0,00 + (Rp991.794.,40 x jumlah pegawai) + Belanja
Tambahan

&
-

| Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas

| 1 | Belanja Barang Pakai Habis 46,24% 100,00% 0,00%

| 2 | Belanja Jasa Kantor 53,76% 100,009% 0,00%
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ASB 012 - PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN BAGI INSTANSI PELAYANAN PUBLIK

DESKRIPSI :

ASB 012 Merupakan kegiatan penyediaan alat tulis
kantor (ATK) yang digunakan untuk pelayanan
administrasi perkantoran, mencakup pelaksanaan
kegiatan jasa penyediaan surat-menyurat dan
administrasi keuangan serta penyediaan dokumen bagi
masyarakat publik. ASB ini dibatasi bagi instansi
pelayanan publik. Definisi instansi pelayanan publik
adalah:

1) instansi yang melayani masyarakat secara
langsung, misal Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil; Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan,
dl1l.

o) mengeluarkan dokumen khusus ke masyarakat,
selain surat keluar, misal KTP, KK, IMB, SIUP, Surat
Tagihan Pajak dll.

ASB ini akan ditentukan berdasarkan jumlah pegawai

(ASN) yang ada dalam PD.
PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Jumlah Pegawai (ASN).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= Rp5.468.708,00 per Jumlah Pegawai atau ASN

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja
Tambahan

= Rp0,00 + (Rp5.468.708,00 x jumlah pe i) +
Belanja Tambahan ! Rk
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ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 012 :

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas
\ 1 | Belanja Barang Pakai Habis 84,03% 100,00% 0,00%
15,97% 32.22% 0,00%

F Belanja Jasa Kantor
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ASB 013 — PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DANLISTRIK

DESKRIPSI :

ASB 013 merupakan kegiatan penyediaan jasa telpon,
air, dan listrik yang dilaksanakan untuk Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini dibatasi
bagi instansi pelayanan publik, bagian dari Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program dan
kegiatan ini dilakukan oleh setiap instansi
pemerintahan. Dalam penerapannya, terdapat instansi
vang tidak mengeluarkan belanja air, dimana
kemungkinan hal ini disebabkan karena instansi
tersebut menggunakan sumur bor; sehingga belanja air
diakomodir oleh belanja listrik. Terdapat pula instansi
vang tidak menganggarkan belanja listrik dan air karena
belanjanya dilakukan bergabung dengan intansi lain.

Dasar perhitungan analisis standar belanja kegiatan
penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik adalah
jumlah m?2 luas wilayah perkantoran dan jumlah
ruangan perkantoran yang dikelola oleh instansi yang
bersangkutan serta jumlah pegawai. Semakin besar
jumlah luas gedung yang dikelola atau semakin banyak
ruangan, semakin besar beban air dan listrik yang
ditanggung. Untuk belanja telpon, berkorelasi dengan
jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang
dilakukan; dimana semakin besar jumlah pelayanan

ini, semakin banyak jumlah pegawai yang dibutuhkan
PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Pegawai (Orang)

X2 = Jumlah Ruangan (Buah)

X3 = Luasan Wilayah Perkantoran (M2)
XA = X1 x X2

XB = X1 x X3

XC = X2x X3

XD = X1 x X2 x X3 X1,

X2, 13, 1



SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
COST :

= Rpl150.275.851,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= (Rp55,23 x X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :
RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
(Opsional)

= Rp150.275.881,00 + (Rp55,28 x X1X2X53 + Belanja
Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 013

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas
1 | Belanja Barang Pakai Habis 9,19% 25,62% 0,00%
2 | Belanja Jasa Kantor 88,41% 100,00% 0,00%
3 Bel.ama Pemehlf}araz_m Jalan, 2,399 3,58% 1,20%
Jaringan dan Irigasi
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ASB 014 — PENYEDIAAN JASA KEBERSIHANKANTOR

DESKRIPSI :

ASB 014 merupakan kegiatan penyediaan jasa
kebersihan untuk area perkantoran di lingkungan
Pemerinta Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB
ini wuntuk melaksanakan seluruh aktifitas jasa
kebersihan beserta dengan  perlengkapan yang
dibutuhkan. Dasar perhitungan standar belanja
kegiatan jasa kebersihan kantor adalah jumlah m2 luas
gedung yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan.
Semakin besar jumlah luas gedung yang dikelola,
semakin besar belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih yang diperlukan..
PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :
X1 = M2 Luasan Wilayah Perkantoran (M2)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
COST) :

= Rp0,0 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= Rpl150.134,75 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
(Opsional)

= Rp0,00 + Rp150.134,75 x X1 + Belanja Tambahan
ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 014 :

No Rincian Objek Belanja - | Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas

1 | Belanja Barang Pakai Habis 86,42% 100,00% 0,00%

2 | Belanja Jasa Kantor 13,58% 31,97% 0,00%
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ASB 015 — PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGANBANGUNAN KANTOR

DESKRIPSI :

ASB 015 merupakan kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik untuk kepentingan penerangan di area

perkantoran di lingkungan Pemerinta Kota Denpasar

yvang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah. ASB ini untuk aktifitas pemenuhan

kebutuhan penerangan dan peralatan berbasis listrik

dalam rangka penerangan dan kebutuhan mendukung

pelayanan PD. Dasar perhitungan standar belanja

kegiatan dalam ASB ini adalah jumlah ruangan gedung

yvang dikelola oleh instansi yang bersangkutan. Semakin

besar dan banyak jumlah ruangan dalam gedung yang

dikelola, semakin besar belanja kebutuhan komponen

instalasi listrik yang dibutuhkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Ruangan dalam Area Gedung Perkantoran

(Buah)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
COST) :

= Rp0,0 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= Rp845.132,45 % X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

I

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)
Rp0,00 + Rp345.132,45 x X1 + Belanja Tambahan
ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 015 :

Il

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas
1 Belanja Barang Pakai 100% 100% 14,04%
Habis
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ASB 016 - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

DESKRIPSI :

ASB 016 merupakan kegiatan penyediaan bahan bacaan surat kabar
baikuntuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung
pelayanan PD di lingkungan Pemerinta Kota Denpasar yang
dilaksanakanmelalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.,
ASB ini untuk pengadaan bahan bacaan surat kabar selama 1 tahun PD,
Dasar perhitungan standar belanja kegiatan ini adalah jumlah jenis
atau macam surat kabar yang diadakan atau berlangganan selama 1

tahun anggaran.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah jenis surat kabar yang diadakan (Jenis)
X1 3, jika bahan bacaan yang disediakan kurang dari
4 Jjenis/macam maka penentuan total anggaran

ditetapkan terpisah dari ASB ini.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
CcCOSsT :

= RpO0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= RplO.617.536,86 5 X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
(Opsional)

= Rp0,00 + (Rpl10.617.536,86 x X1) + Belanja
Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 016 :

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas
1 | Belanja Jasa Kantor 100,00% 100,009% 0,00%
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ASB 017 - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

DESKRIPSI :

ASB 017 merupakan kegiatan penyediaan logistik kantor
baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun
untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan
Pemerinta Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini
untuk berupa penyediaan air isi ulang dan belanja tabung
gas untuk kepentingan pegawai. Dasar perhitungan
standar belanja kegiatan ini adalah jumlah pegawai
yang memanfaatkan logistik wuntuk pelayanan PD

maupun untuk operasional PD sehari-hari.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :
X1 = Jumlah pegawai (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
COST) :

= RpO,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= Rp3.552.871,48 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

il

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

Rp0,00 + Rp3.552.871,48 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 017 :

No Rincian Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
Atas
it Belanja Barang Pakai 100,00% 100,00% 0,009%
Habis
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ASB 018 - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TERKAIT
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

DESKRIFPSI :

ASB 018 merupakan penyediaan makanan dan minuman
baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun
untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan
Pemerinta Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan
ini mencakup penyediaan makanan minuman dalam
rangka pelaksanaan rapat internal yang dilaksanakan
secara rutin untuk memonitoring dan mengevaluasi
pelaksanaan program,; serta penyediaan makanan dan
minuman bagi tamu yang hadir. Dasar perhitungan
standar belanja kegiatan penyediaan makanan dan
minuman adalah jumlah pejabat yang terlibat dalam
pelaksanaan rapat internal monev Program serta jumlah
tamu yang datang terkait koordinasi PD. Perhitungan
standar dilakukan dari sisi jumlah rapat internal yvang
selama ini dilakukan di setiap instansi di lingkungan

Pemkot Denpasar.
PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :
X1 = Jumlah tamu dalam 1 tahun anggaran (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

- Rp76.187,23 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
(Opsional)

= Rp0,00 + Rp76.187,23 x X1 + Belanja Tambahan




ALOKASI RINCIAN

OBYEK BELANJA ASB 018 :

No Rincian gbjelg;"'ﬂgla"nj?""‘ Rata-rata Batas Batas Bawah
%ide- 30 s ' Atas
1 Belanja Barang Pakai 100,00% 100,00% 0,00%

Habis
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ASB 019 - MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
PROGRAM DANKEGIATAN

DESKRIPSI :

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dari suatu
pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan/ kebijakan
tertentu  oleh SKPD atau aparatur terkait untuk
mengetahui hasil dari pelaksanaan program/
kegiatan /sub kegiatan,/ kebijakan tersebut. Kegiatan
evaluasi bertujuan untuk membandingkan rencana
dengan realisasi untuk menilai keberhasilan
pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring bertujuan
untuk mengamati, dan memastikan realisasi rencana
pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Kegiatan
pengawasan merupakan proses memastikan kegiatan
yvang direalisasikan sesuai dengan rencana. Obyek
monitoring dan evaluasi bisa berupa kegiatan dengan
fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak
ataupun berwujud fisik. Obyek monitoring dan evaluasi
antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat,
dan frekuensi kegiatan monev atau jumlah laporan vang

dimoneyv.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi

(kali); yang dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED
cosT :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= Rp3.015.955,18 per Jumlah lokasi atau jumlah
obyvek atau jumlah kali yang dikalikan bobot 1.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Jasa vang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat




RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

—
=

ALOKASI OBYEK BELANJA ASE 019 :

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

Rp0,00 + (Rp3.015.955,18 x X1) + Belanja Tambahan

e

No - ob ata | Batas | Batas Bawah
S e RN PRI S RS
1 | Belanja Barang Pakai Habis 51,75% 0,00%
2 | Belanja Jasa Kantor 57.22% 100,00% 0.00%
Belanja Perjalanan Dinas 22 419% 40.26% 4.57%
| Dalam Negeri ' " d

76



ASB 020 - ADMINISTRASI PENYUSUNAN KAJIAN
OLEH PIHAK KETIGA

e

DESKRIPSI :

Penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris
sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan
dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. SKPD
melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian dan
penelitian yvang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga
baik melalui PBJ swakelola tipel maupun tipe II. Kegiatan
penyvusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan
kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang
berbasis pada hasil empiris (evidence- based policy). Seluruh
tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai
dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya
kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas
mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan
selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan
hasilnya.

Besaran dari pagu belanja terkait administrasi kegiatan ini
merupakan besaran persentase tertentu dari anggaran belanja
jasa konsultansi non konstruksi untuk pihak ketiga. Artinya,

besaran anggaran dalam ASB diluar belanja tersebut yang

dianggarkan, sehingga untuk menentukan pagu suatu
kegiatan pengadaan kajian diperoleh dengan cara
menambahkan pagu administrasi penyusunan kajian

dengan belanja jasa konsultansi non konstruksi atau belanja
jasa tenaga ahli. Namun demikian, ASB ini tidak
mensyaratkan keharusan adanya anggaran administrasi pada

setiap kegiatan penyusunan kajian.
PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER,) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang
dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultansi Non

Konstruksi atau Belanja Jasa Kantor (Tenaga Ahli).



SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST)

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL
(VARIABLE COST) :

= 0,2042965 per Nilai anggaran belanja jasa konsultansi

non konstruksiatau belanja jasa kantor (jasa tenaga
ahli) + 1.

BELANJA TAMBAHAN :

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL ;

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(1 + 0,2042965) x nilai anggaran belanja jasa
konsultansi nonkonstruksi]

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 020 :

No Objek Belanja Rata-rata Batas Batas Bawah
i Atas

| Belanja Jasa Konsultansi
1 | Non Konstruksi atau | 514y b LR
Belanja Jasa
Tenaga Ahli

2 | Belanja Barang Pakai Habis 27,51% 55, 15% 0,00%

3 | Belanja Jasa Kantor 72,49% 100,00% 0,00%

—'{ WALIKOTA DENPASAR

W ogpney
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ASH BPEA - PENGADAAN RONSTRUKS! DANGUNAN CEOUNG NEGARA KLASINNA S SEDERHANA

Van e :
mm', B ]

ouhs W
bl g
s Bl g i e
iy s il
B g s kg *
1 S CEL -
4 sam——_ - -
L -
i e LI [
e L e Rt
—
(TN e ——
csimi B B
Ton i
-5
g dsie e "
it | = [N ] [LIETE]




mesign (st
]

“m]_:mhn!-‘—]

488 0210 - PEHGATIAAH KONITRURS B

[L1]

 — T S—




T — U




e

[ v g e Bt b ey e
e | & o
[t 1
s L LI
TTRIT
St Bt Pty B T masnn g
-
- =
L el ]

e b b
el T et




AR P A R i | AL e 2

i
Enwdany Tk Raptes. B DO | e Bty e Tl

ey EESempmieees ()

T

18 s e i il
tad [T ELE
ingii e




A P b R

Ddismn bl B p—
Waen g L

| ey gt |—!H===l=ll'-j "

|

| *m .
—— L 11
Jo] LN waLnutuan]
LISl ‘ ¥
Abpate w it e
v




ASB 002 - ADMINISTRAS| PEMELIHARAAN ASET KONSTRUKSI (BANGUNAN, JALAN, DAN JARINGAN)
[ nhasuk;anlah—a:t Driver Nifai Anggaran

Kegiatan/Sub Kegiatan INilai Belanja Pemeliharaan
pada Kolom Disamping 75,000,000

": = kwlm-ls "——al M;"; Indeks Total Belanja
'agu Maksimal Sesu - - -
(termasuk Cost Driver) I_____ e

Usulan Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah
——
Rincian Obyek Belanja % Nilai yang Ditetapkan

Belanja Barang Pakai Habis 1.29%] 1,000,000

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor - ATK sy

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos

Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

Belanja Jasa Kantor 0.00%4 g

Belanja lasa Tenaga Ahli

Belanja luran

Jaminan/Asuransi 0.96% 750,000

Belanja Pemeliharaan 75,000,000

Total 2.25% IDR77,750,

Usulan Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional}

(cy

Pagu Akhir yang
Diusulkan J l_ IDR77,750,000 1 i) I




Riagiars Obyek Balangs Falal yang Dliotaghan |}

1 ——
- [ 1DA77,750,000 r ‘e
i 750, — ]| (e1sic)




 Pagu Maksimal Sasai A58 |

ASE 003 - ADMINISTRAS] REHABILITAS SARANA NON KONSTRUKS!

Heglaten/Sub Keglatan Jhlm todal Pangadasn
| pada Hobom Diisenping 4,500,000,000 e —
| ]

A
[tevmasuk Covt Drivar) | u_{. .1 d

Eﬁ' E = =

id v 5

p Ty

-
[

g !

e

a7

tulan Binghan (byek Belenja Perangkal Dagvab

Kinckam Obyok Belanja [ Tilal yang Ditetaphan

Belangs Barang Pakal Habis 003 1,500,000

Belarje Alat/Bahan undik

Eagistan Kanier - ATE 1,000,000
Baeltan AatMakan uaipk
Epgutan Kanics- Babhan SO0, 000

CitEs

Selpnja Alat/Bahar unlul
Eaglaten Kanior-tends Pos

Betanga Alat/Bafn uniuk
Eegiatan Kamtor-Baban
Lompuber

Balanja Masanan dan
Mhiraman Ragat

Belinjs Makanan dan
Ktinwman muen Tama

Bulanja Modsl 4,500,000,500
Tore] Qa0 1R, l (2] | e NS

ol P -l
(Al-(8 e

Usulan Ristian Obyek Belas]s Tambahan [Opsdonad]

el

g o 1084,545,000,000 ) e




Binglan Qe Belanja Mftlﬁ;ﬁﬂlphn

Pagu Akhir & -
: nm_lk::“J | 1DRA,503,000,000 J[ [B]+(C} ]




ASE 004 = ADMINISTRAS] PEMBANGUNAN SARANA DAN FRASARANA PENDUKUNG BANGUNAN
Muiuskhanlsh Cost Driver Hitsd Angpaesn
igistanSub Kegiatpn 00,000 Wial Belan{a Modal Peagadasn
pada Kol Disamping | 2

T e ——

FEEE

)
-
]

Belan o farang Pakaddlati Bl WMM
Batarpa Mcadal 2,000,000, D00
Total  440% D2, (.50, 000 (8} :
T
Usulan Rincian Tambahn
Erianja Milnlyang Oitet
Yot i |_ el |
Pw.-Mm z i — 23
Dupikan [ 1DR2, 052,000,000 =7 [ e |




| Masukdaniah Coat Driver

Kegistan/Sub Keglitan
pada Kobam Disamping
!

{termasuk Cost Dubver]

Ringlan Oby nis

LUiubkin Rindian Balanja Pera

ASE 005 - ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN

Hilal Anpgaran

tital Belanjs hiodal Pengadaan
2.000,000,000 tan dan Madin

*

agrah
ilal yang Diieta

Badanja Barang Pakal Habls

nory

1,500,000

Belsnjs Alat/Bahan untk
Epgialan Kanior - ATK

1,000,000/

Belanias Al Baban untuk
igiaten Kanior- Bahan
Catai

SO0

Selanjs Ala/Bahan untuk
egraten Kantor-Benda Fos

Eelurys alat/Bahan untuk
Eegatan Kancor-Bahan
Eompasles

Belgns Makanin dan
Mingman Rapai

Beplargs Makanan dam
Bingman Jmuan Tamy

Belanja lssa Kamtor

Belan)s diun Tarags &hli

Belanfa heidn lemingnf
Agmrans!

oy

Eelanja P libaridn
Peralatam dan Mesin

3,000,000

Bolanja Pemelibirian
Gedung dan Banganan

0,74

15,000,000

Bolanjs Modal

2,000.000,000

T

{a)-18 |

™ Belaala

10R2,021 [ LE) | =

Usulan Rincien Chyek Belanjs Tambahas (Dpslonsl)

Yang

Belenja lase Ketersediaan
Laganan [Availiility
Pargrreenit]

flelenja Liang yang
Dulsisiin haguda Pihak
eiga/Pihak

Lain /MR Ty Ta ksl

|[ (B1+1c1 |
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ASE 007 - MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK APARATUR

Maiuhhn -Coil I: I'xr ] Judah Partisipan dan Kall

100,000,000 Belanja Rontribusi
uby | 4
ppdtﬁuhmoungu@ 100 g
| ]
! ) |

l"lluMlhlml Sﬂull
ASE (Sebleum Belania |

Tmbﬂnnj

Wsnlan Alnclan/5ub Rladan Obyek Gelanfa Persngiay Daerah

Ringan/sub Rinclan [ | Wilalyang
ObyekBelara | ® 'E:mu
Belanla Barang Pakal
2, 0.004

Belanga Alat/Bahan untuk
Kegiatan KantorATE

Belanja AL/ Bahan uniuk
Keglotan Kantos-Bakan
Cetak

Belangs Makanan dan
Kinuman Rapal

Belanja Alat/Bahan untuk
Keglatan Eantor-Benda
Pos

Belanda *Aakanan dan
Mirurnan aktivitas
Lapangan

[Selanja Alal/Bahan untok
Kegiatan Kantof-Bahan
Kompuler

Belanfs lasa Kantor =
Honorariem Narasumber
atau Pembahas,
Baaderator, Pernbawa
Acara, dan Fanitia

Belanks KursusPelatihan, ': -y
Soslabisas], Bimbingan 206 L el ewh,

Teknli serta Pendldikan
dan Pelatihan

Tora| 100.00%  IDR100,000, _] (8]

{4)-(8 DR7SLAE

Usulan Rinclan/Sub Rinclan Obyek Belanja Tambahan [Opssonal)

finclan;5ub Rindlan “Nialyang
e R
Tots fl [}

[ '“;337;‘,‘.“' L DRI ] | (eietcl |




ASE 008-A — SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN UNTUK MASYARAKAT

’ Jurniah Partisipan dan Kali
| Masukkan Cost Driver ] 50 Orang
| Kegiatan/Sub Kegiatan pada 2 Kali
Kolom Disamping l F] ~ JHari

| {sebelum Belanja

Pagu Maksimal Sesual ASB

Usulan Ringlan/Sub Rinclan Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rinclan/sub Rincian
‘ Belan|s
Belanja Barang Pakal Habis

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-ATE

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

3,000,000

Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

Belanfa Makanan dan
Binuman Aklivitds Lapangan

Belanja Bahan-Bahan Lalonya

folanga Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Banda Pos

Belanga Bahan-Bahan Bakar
dan Pelumas

Belanja Bahan-Bahan/Bibit
Tanaman

Balanja Obat-Obatan-Obat-
Obatan Lainnya

Balanja Makanan dan
Minuman pada Fasilitas
Pelayanan Urusan Kesehatan

felanja Alay/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan
Kompater

Balania Pakaian Dinas
Lapangan {PDL)

Belanga Natura dan Pakan-
Pakan

Belantja Alat/Bahan untuk
Kaglatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor
Lainnya

Belanja Pakakn Olshraga

Belanja Jasa Kantor




Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Belanja Jasa Iklan/Reklame,
Film, dan Pemotretan

Belanja Jasa Tenaga Ahli

Honorarium Narasumber atau
Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia

Honorarium Penyuluhan atau
Pendampingan

Belanja Jasa Tenaga
Penanganan Sosial

Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan

Belanja Jasa Juri
Perlombaan/Pertandingan

Belanja Sewa Peralatan dan
Mesin

0.00%

Belanja Sewa Alat Kantor
Lainnya

Belanja Sewa Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Sewa Wave
Generator and Absorber

Belanja Sewa Peralatan
Umum

Belanja Sewa Kendaraan
Bermotor Penumpang

Belanja Sewa Gedung dan
Bangunan

0.00%

Belanja Sewa Hotel

Belanja Kursus/Pelatihan,
Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan
Pelatihan

0.00%

Belanja Bimbingan Teknis

Belanja Uang yang Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat

0.00%

Belanja Penghargaan atas
Suatu Prestasi

Belanja Transfer Keuangan
Daerah dan Desa (TKDD)

Belanja Jasa yang Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat

0.00%

Belanja Jasa yang Diberikan
kepada Masyarakat

Tota

50.00%

IDR6,000,000

(A)-(B

IDR397,266,50(}

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsicnal)

Rincian/Sub Rinclan Obyek
Belanja

- Ditetapkan

Nilai yang

Tota

IDR(

JrAS—

| Plafon Akhir yang Diusulkan ;

i

(e

IDR6,000,000

| |

e

(B)+(C)




ASE 008-B - SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN UNTUK APARATUR

L S Jumiah Partisipan dan Kali
Masukkan Cost Driver ] 50 Jorane
2 JHarI

Pagu Maksimal Sesuai ASB
[ {sabatun'?ﬁlin’ji’? i W

(A)

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Ob
ﬁ%ﬁl’l}ﬂ' = T =T
Belanja Barang Pakal Habis

f o
ADIV/0!

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-ATK

Belanja Alat/Bahan untuk
Keglatan Kantor-Bahan Cetak

Helanja Makanan don
Minuman Rapat

Belanja Makanan dan
tdinuman Aktlvitas Lapangan

Belanja Bahan-Bahan Lainnya

Belanja Alat/Bahan untuk
Keglatan Kantor-Benda Pos

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Kertas &
Cover

Belanja Makanan dan
Minurnan pada Fasilitas
Pelayanan Urusan Kesehatan

Belanga Alat/Bahan untuk
Keglatan Kantor-Bahan
Komputer

gelanja Alat/Bahan untuk
Keglatan Kantor-
Perlengkapan Dinas

felanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor
Lainnya

Belanja lasa Hantor

HOIV/D

Honararnum Tim Pelaksana
Hegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Keglatan




Belanja Jasa klan/Reklame,
Film, dan Pemotretan

Belanja Jasa Tenaga Ahli
Hongrarium Narasumber atau
Pembahas, Moderatar,
Pembawa Acara, dan Panitia
Belanja Sewa Gedung dan
Bangunan

RDIV/0)

Belanja Sewa Bangunan
Gedung Kantor

Belanja Sewa Bangunan
Godung Tempat Pertemuan
Belanja Kursus/Pelatihan,
Soslalisasi, Bimbingan Teknls
serta Pendidian dan
Pelatihan

Belanja Bimhingan Teknis
Belanja Kursus
Singkat/Pelatihan

Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negerl

Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota

Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota

ROV Ol :

ROIV/ O -

Belanja Parjalanan Dinas
[alam Kota

Total HDIV/D DR (8] |
(A)-(B IDR1E1913.200

Usulan Rincian/5ub Rincian Obyek Belan|a Tambahan {Opsional)

Hincian/5ub Ringian Obyek Nilai yang
Belanja Ditetapkan
Tota ord | (o) |

[ Piaton Akhir yang Diusulkan =

DR =1 | (s1+tc) |

]




ASB 009 - KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK MASYARAKAT

== Jumiah Partisipan dan Kall
Masukkan Cost Driver 50 Orang
Kegiatan,/Sub Keglatan 2 Kali
pada Kalom Dls-urr]pﬂ'lr_'f._r 3 Hari

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Dagrah

Ringian/Sub Rincian % Milal yang
Obyek Belanja Ditetapkan

Belanja Barang Pakal
Habis
Befanja Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantar-
ATE
Belanja Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor-
Bahan Catak
Belanja Alat/Bahan
untuk Eegiatan Kantoe-
Benda Pos
Belanja Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendara Mata

HDIV/0Y .

Belanja Alat/Bahan
unluk Kegiatan Kantor-
Adat/Babhan untuk
Kepiatan Kantor Lainnya

Belanja Makanan dan
inuman Rapat
Belanfa Makanan dan
Plinuman Aktivitas
Lapangan

Belanja Jasa Kantor #o/ol
Honararium
Narasumber atau
Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan
Panitla

Honararium Tim
Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Belanja Jasa
Iklan/Reklame, Film, dan
Pematretan




Belanja Jasa Tenaga Ahli

Belanja Sewa Gedung
dan Bangunan

Belanja Sewa Bangunan
Gedung Kantor

Belanja Sewa Bangunan
Gedung Tempal
Pertamuan

Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Negeri

non/ oY -

WOV o1 5

Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam
Kola

Belanja Perjalanan Dinas)
Paket Meeting Luar Kota

Belanja Uang yang

Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak HDIV/0l *

Laln/Masyarakat
Belanja Hadiah yang
Bersifal Perlombaan
Belanja Penghargaan
alas Suatu Prastasi

Belanja lasa yang
Diberikan kepada Pihak
Hetiga/Pihak
Lain/Masyarakat

HDI /0! =

Belanja lasa yang
Dabervkan kepada
Masyarakat

Total #OIV/D DR r (8]
[A)-18 iDR90340,58

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan [Opsional)

Ringlan/Sub Rincian Nilal yang
Obyek Belanja Ditetapkan

Tata |DR ‘ (c)

hﬂlﬂ”’llr\'iﬂl r IDRO J FH*—IC} |

Diusulkan




ASE 010 - KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK APARATUR

lumlbah Fastitipan dan Kall
| Masulban Cost Diives
| Kegiatanjsu w-uu_l L _pree
pada Kolom Disemplng | 1 Jeall
GRS S | I — bani

Usulan Ringlen/Sub Rincian Obyek Balanks Perangkat Duerah

Ringien/Sub Rincien % Fllad yang
Obyek Belanjy Ditetaphan

Relanja Barang Pakal
Habis o L :
Belunja Alat/Baban untul
Eagiatan Kantor-ATK
Betanga AlitSBahan wntuk
Kegltan Kastar-Bahan
Crtak
Belanjs Alat/Baban untuk
Kagiaten kantor-Bends
Fod
Satania dlat/Bahan untuk
Eaglatan Kanioy -
SuwerarfCencers Mata
'muntu
Eagiatam Kantor
AtatBahpn uniuk Kegiatan
Hantos Lainnya
Belena Maksnan den
Flinaman Rapel
Barargs Makenan dan
hinumaen Akthited

'uanFn
A 53 R *

Hongrarim Narasumbser
atau Pembabug,
Kgdarared, Permbawa
Acprs, dan Pasiia
Honorarium Tim
Pelaksana Keglatan dan

Sehsgtaciat Tir Pelaksans
Koglatan

Balan|d fasa
Fulan/Reklame, Film, dan
Pemairatan

Belarya lasa Tenags Ak

Tats] RO E! 151

1A)-18 iDR26.042.85

Usudan Riscian/Sul Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rinclan llal yang
Clyok Balinjs Ditdtapkan

Tota) I f__lr.} ]

%&m&h‘?_—l L 1DRD =l |‘|ultu:'1-:




ASE 011 -PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYAMAN ADMINISTRAS| PERKANTORAN BAGI INSTAMS! NON PELAYANAN PUBLIK
Maiullk;r-l Cost -Drljl_r P Jumiah Pegawai

HKeglatan/Sub Kegiatan

pasda Kolom Disamping =0} sl abiAsN

- et -

Pagu Makisimal Sesual ASE
[bafum termasuk Belanja
Tambahan)

Usulan Aincian/Sub Rincian Obyek Belan]a Perangkat Dasrah

Rincian/Sub Rinclan Obyel

Belanja % Milal yang Ditetapkan

Helanjs Barang Pakal Habis| aDiv/0l -

Betanja AlatfBahan untuk
Eegiatan Kantar-ATEK

Belania AlayBahan untuk
Kisglatan Kantor-Bahan
Cetak

Belanja Bahan-Bahan
Lamnya

Betanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan ¥antor-Benda Pos

Helanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan
Eampuler

Balanja Alat/Bahan uniuk
Kegiatan Kantgr-
AdatfBabian uniuk Kegiatan
Eaniar Lainnya

Belanja Jasa Kantor LI .

Belanja lasa Iklan/Reklyme,
Film, dan Pemalretan

Toa] DIV/O DR ] (8) |
(Al-18 <G

Usulan Rincian/Sub Rinclan Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

itincian/Sub Rincian O
Belanja Milal yang Ditetapkan
Tata 1DR(] {C} |
Pagu Akhir yang - '[aj._;r -
Diusulkan ‘ iDRO | L (8] |_ |_ !




ASH 012 = PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYANHAN ADMINISTRAS! PERKANTORAN BAGHINSTANSI PELAYANAN PUBLIK

Wasukkan Coat Dviver lumlah Pegawal
Haglatan/Seh Keglaten —
pada Kobom Disamplag | 50 {1umlah Ash

Pagu Msksimal Sosoal ASE — P |
(Btdam termacuk Belanjy

Usuln Rimcland Sub Binclan Obyek Balasia Para Cagrah

Fincham/Suls Ringlan ki
5 m:”' i » Milad wang Diietapkan

Dalangs Berang Pakad Habis) w0008 -
Eelymjs Alat/Bahan unik
Eegiatan Kantod-ATK
Defania Alst/Bahan wnbad
Lepdtan Kantos-fAshan
Cetal

Belargs Bahan-Bahsn
LaefTa

Bulania adan/Baban untuk
Eagratan Lantor-Benda Pog

Betlargn AlatBahan unbuk
Loglatan Kanicr-Bahan
Lomputer

Belanis AlstHahan watul
Kaiabar an bof-Ferabod
Kanaer

Belanjs AlitfBaban ynluk
Lepaten Kantor-Alati@ahand
wnbuk Kegiaten Kantar
Lamenya

Batanja Suky Cadang-Suly
Cagang Lainnya

Belanja Jpsa Kanior *

Belanga lags fdan/Reblame,
Faim, dan Pemotréban

| Deiania Pim“:-r‘.ﬂln'-m 2
o]  mDW/ON [ (L3} l

(A1l 1'

wnulss Rlncien/ 3ub Rincan Obpek Belsnjs Tambahan (Opsional]

Eingianf5ul Ringisn Obyuk
h Hilai yang Ditstapkan

C= R0 T e |




ASB 013 = PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Nilai Anggaran
i ﬁ-ﬂ!uH;I?n_L:n_s‘t Deiver 34 [fumiah ASN [Orang)
Kegiatan/Sub Keglatan 10 flumlah Ruangan (Buah)

P-ad.a NM DiﬂEi‘plni 350 JLuas Wilayah Perkantoran {M2)

Pagu Maksimal S-nsual ASB |
{kelum termasuk Bolanfa

Usulan Rinclan/Sub Rinclan Obyek Belanja Perangkat Daerah

11
e b ““ET % Nilal yang Ditetapkan

Belanja

Belanja Barang Pakal Ma HDIVSD1 -

Betlanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Belanja Jasa Kantor w0t -
Belanja Tagihan Telepon
Belanja Tagihan Air
Belanja Tagihan Listrik
Selanja Kawat/ Faksimilif
internet/TV Bérlangganan

Belanfa Pameliharaan

rROWV 01 =
talan, Jaringan, dan irigasi o

Relana Pemebharaan
laringad-laringan A
FiRLm

Belanja Pemeliharaan
laringan-latingan Telepan
Belonda Pemealiharaan
larimgan-Jaringan Listeik

Tota]  =oiviod |OR ! Hir_-|

ia)-18 T

Usulan Rinelan/5ub Rincian Obyek Belanja Tambahan [Opslonal)

Rinclan/Sub Rincian Ohﬂﬂ
Belanja

Millai yang Ditetaphkan

Tot i | {c] l
b i |
gy rVang
Divsulkan F

IDRO J : {-E.]“f{C? 7]




ASEB 014 ~ PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
{  Masukkan Cost Driver Nilal Anggaran
| Keglatan/Sub Kegintan Wit k
aula Kolom Disamping 350 | Luasan Wilayah Perkantoran (042}

Pigumu%sh'mlilslui:msﬂ i (Al [
{Belum Termasuk Belanja oo s
Tambahan)
_Daftar Rinclan Gbyak

Usulan Rincian/Suls Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Hinctan/Sub Rinclan Obye
Balanjs % Milal yang Ditetapkan

Belanja Barang Pakal Halls] #ond/al -

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Perabot
Eantor

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegeatan Kantor-
Adat/Bahan untuk Keglatan
Kantof LEnnya

Holanja AdatfBahan untuk
Eegatan Kantor-Bahan
Catak

Belamja Bahan-Bahan
Lainnya

Belanja lasa Kanter ROIvi0! -

Belanga Jaza Tenaga
mebessihan

Total  wowjo IDR:I] 18}
{A)-18 L —

" p—

Usulan Ringian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan [Opslonal)

Hincian/Sub Rinclan Obyeld
Belanja Milal yang Ditetapkan

Tota oRq | (E] |

TRD 7| teiste |

Pm.ﬂ.l'..hir-fm; -t I |
|




ASH 015 = PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK ! PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
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ABB 016 - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

Masukkan Cost Driver. | Nilal Anggaran
NG S e 4 | Jenis Bahan Bacaan (Jenis)
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ASBE 017 = PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
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ASE 018 = PENYEMAAN MAKANAN DAN MINUMAN TERKAIT PELAYTANAN ADMINISTRAS! PERKANTORAN
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ASE 019 - MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- Jurslah ehusndl Pamarikiass
Peliisikan Coit Drives a3
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paca Kolom Dlsamping
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Belanjas AlatfTlahass untuk
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Bpdd an et -akan
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Belanja Alat/Biban wruk
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Berlanja Makanan din
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ASH 020 -~ ADMINISTRAS] PENYUSUNAN KAJIAN OLEH PIHAK KETIGA

Nilal Anggaran

Milsi Belanja lasa Konsultans] Non
64,680,000 |Konstruksi atau Belanja lasa Tenaga
ARR

Usulan Rincian/Sub Ringian Obyek Bolanja Perangkat Daerah
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Belanja

£
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Eomputer
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Belanja Makanan dan
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